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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan umum Kota Tual

Kota Tual dibentuk berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun
2007 pada tanggal 10 Juli 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi
Maluku. Pembentukan Kota Tual merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku
Tenggara vang pada terdiri atas 4 (empat) Kecamatan, vaitu Kecamatan Pulau
Dullah Utara, Kecamatan Pulau Dullah Selatan. Kecamatan Tayando Tam dan
Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Kota Tual memiliki luas wilayah keseluruhan +
19.088.29 km”.

Seperti telah dipahami bahwa lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
merupakan sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan rakvat di  daerah. baik
kabupaten/kota maupun provinsi. dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keanggotaan DPRD Kota Tual
Periode tahun 2008-2013 sekarang ini adalah hasil Pemilihan Umum tahun 2008.
Pemilu tahun 2008 merupakan pemilu yang dilaksanakan di era reformasi. DPRD
Kota Tual, sesuai fungsinya merupakan representasi dari sejumlah besar kalangan
masyarakat Kota Tual yang berjumlah kurang lebih 100 ribu jiwa. Dari jumlah
penduduk tersebut merupakan wajib pilih terdaftar yang telah berpartisipasi dalam
pemilu Tahun 2008 lalu. Pemilu tahun 2008 di Kota Tual yang lalu telah
dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu yakni KPUD Kota Tual,

Panwaslu, Pemerintah Daerah, serta badan-badan terkait lainnya.
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Penyelenggaraan Pemilihan Umum tentunya dilaksanakan dengan maksud
untuk memilih Wakil-wakil Rakyat yang mampu membawakan aspirasi rakyat.
Sebagaimana daerah-daerah lainnya. peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2008 di Kota Tual. antara lain :

a. Undang-Undang Dasar 1945 [Pasal 22F ayat (1) s.d. ayat (6)] :

b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum ;

¢. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

d. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah :

e. Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilithan Umum Presiden
dan Wakil Presiden ;

f.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. | Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah ;

g. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Hari
Pemungutan Suara Pemilithan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai
Hari Libur Nasional ;

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang

Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilithan Umum Tahun 2009 ;
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1. Surat/Keputusan/Edaran/Juknis/dan lain-lain yang dikeluarkan Komisi

Pemilihan Umum, antara lain :

1) Surat Ketua KPU No.2546/15/VIII/2008 : Description Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu 2008 menjadi Partai Politik Peserta
Pemilu 2008 :

2) Keputusan KPU No.178/Kpt/KPU/Tahun 2009 tentang Pedoman
Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Dacrah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum;

3) Keputusan KPU  No.173/Kpts/KPU/  Tahun 2008 tentang
Perubahan Terhadap Keputusan Komist Pemilithan Umum Nomor
107/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Pedoman Jadwal Kampanye
Pemilithan Umum Partat Politik, Anggota Dewan Perwakilan
Rakvat. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dan Anggota Dewan
Perwakilan  Rakvat  Dacrah  Sebagaimana  Diubah  Dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/Tahun
2008; dan lain-lain.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2008 dilaksanakan dengan sistem
proporsional dengan daftar calon terbuka murni di mana sistim nomor urut
digantikan sistem suara terbanyak dengan harapan agar lebih menjamin
terciptanya sistem kompetisi yang sehat, partisipatif, serta terpilihnya anggota

legislatif yang mempunyai derajat keterwakilan yang lebil tinggi.
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Dari beberapa Partai Politik peserta pemilu Tahun 2008, di Kota Tual
hanya ada beberapa Partai Politik yang berhasil meraih suara dengan jumlah yang
signifikan untuk mendudukkan calon anggota legislaifnya di DPRD. Hasil
pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Tual divisualisasikan pada
Tabel 4.1. sebagai berikut ini :

Tabel 4.1. Data Partai Politik Pada Pemilu Legislatif

yang Memperoleh Kursi di DPRD Kota Tual
Periode Tahun 2009-2014

No. ~ Nama Partai - o Jumlah Kursi

L Golkar .

2. PDIP , 5

3. PKS ] - * 5 ‘

4. Demokrat o 5 —
s o Pcloﬁii o 77”% 5 |

6. PBR B T y

7. PAN o *r— B —

8. PNBK T — |

9. BB ‘ | .

10. PKPI E— : 1

1. PPI ) |

12. P31 ” | |

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tual. 2012.
Sementara itu bahwa dalam kenyataannya panitia anggaran mempunyai
tugas mengadakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

meliputi :
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a) memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam
mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan APBD.
Rancangan Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ;

b) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah ;

¢) pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah :

d) pembahasan rancangan tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah dan ;

¢) memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota
Keuangan. Rancangan APBD, Rancangan Perubahan dan Perhitungan
APBD yang telah disampaikan oleh Walikota.

Susunan panitia anggaran DPRD Kota Tual disebutkan dalam Keputusan

DPRD Nomor 32/DPRD/XII/2009. tentang Penetapan Susunan Panitia dan
Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Tual Masa Keanggotaan 2009-2014.
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD. seperti pada

Tabet 4.2. berikut :
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Tabel 4.2. Susunan Panitia Anggaran DPRD Kota Tual
No. Nama Jabatan dalam Panitia Anggaran
1. LR.M. Waremra, S.AP Ketua/Anggota
2. Eva, Fr. Balubun, S.Pt. Wakil Ketua/Pemimpin Paripurna
3. Hasan Raniuryaan, ST Wakil Ketua/Anggota
4. Fadila Rahawarin. S.Pi Anggota
5. i Abas A Hanubun, S.Sos , Anggota ]
6. Lukman Halim. ST ) Anggota
I Jismy Reubun. S.AP | - Anggota o
‘ _—
F 8. | Abeth Tetlageny ; Anggota &
9. Hasim Rahayaan. SH | Anggota
10. | Melkisedek Rumthe. ST | Anggota '
L . _

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tual. 2012.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRD) Kota Tual saat ini merupakan
hasil pemilihan umum tahun 2009 yang merupakan hasil pemilihan langsung.
Jumlah anggota DPRD Kota Tual sebanvak 20 (dua puluh) orang yang merupakan
wakil dari 4 (empat) fraksi. vaiu Fraksi Partat Golkar, Fraksi Demokrasi
Kebangsaan Indonesia dan Fraksi Partai Islam. Sekalipun porsinya masih relatif
kecil hal ini dapat mencerminkan keterwakilan seluruh permasalahan dalam
kegiatan bangsa dan negara. Sedangkan berdasarkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Nomor : 21/DPRD/XI/ 2009 tanggal 29
Nopember 2009 tentang Penetapan kembali susunan pimpinan dan anggota
Komisi serta Pengelompokan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Tual, maka komposisi anggota DPRD Kota Tual menurut komisi dapat

dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini :
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Tabel 4.3. Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Komisi Kota Tual
Periode 2009 -2014
No. Nama Kedudukan
I. | RM. Waremra, S.AP Koordinator C
2. Eva, Fr. Balubun, S.Pt. Koordinator B
| 3. | Hasan Raniuryaan, ST Koordinator A
4. | Fadila Rahawarin, S.Pi Anggota Komisi B |
s | Busuri Ranwarin Anggota Komisi C
;i 0. | ALH. Zen Rumles, SH Sckretaris Komisi A
7. Moksen chgu'rﬂ - 1 Anggotar Komisi B
8. ii_j\bas A Hanubun. S.Sos — Anggotz:Kmnisi A :
9. | Abdulrahim Letsoin. S.Sos Anggota Komisi B ]

10. | Lukman Halim, ST

Anggota Komisi C

) 11. | Jismy Reubun. S.AP

—

Ketua Komisi B

12| Abeth Tetlageny

Anggota Komist A

o

13, | Paulus Rahayaan, SH

Ketua Komist A

14, Lukman Matutu. SI]

Ketua Komist €

15. | Arsyad Nuhuyanan

16. | Ladaka Rahantan, S.Ip

Anggota Komist C

Anggota Komist A

17. | Hasim Rahavaan, SH

Angeota Komisi C

feoles

18. | S. Karmomyanan, S.Sos

Anggota Komisi C

19. | Melkisedek Rumthe, ST

Anggota Komisi C

20. { Zulkifli Sun

Anggota Komisi B

Sumber ;: Sekretariat DPRD Kota Tual, 2012.

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah

yang setara dan memiliki hubungan kerja yang

, DPRD memiliki kedudukan

bersifat kemitraan dengan

Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara memiliki makna bahwa antara DPRD

dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti

tidak saling membawahi atau satu bertanggung jawab pada yang lain. Kedudukan
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kelembagaan DPRD seperti ini merupakan peluang dan tantangan bagi para
anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Dalam
konteks ini anggota DPRD harus mampu mengimplementasikan tanggungjawab
kelembagaan DPRD sebagal wujud kedaulatan rakyat di daerah dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan daerah ke arah peningkatan kesejahteraan
masyarakat vang merupakan substansi pokok tujuan otonomi daerah.

Begitu besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban para wakil
rakyat di lembaga legislatf tentunya perlu didukung oleh kualitas sumber daya
manusia para anggota legislatif. Tingkat kualitas sumber daya manusia antara lain
dapat dinjau dari segi latar belakang pendidikan yang dimiliki. Ditinjau dari scgi
latar belakang tingkat pendidikan. sumber daya manusia para anggota DPRD Kota
Tual didommasi oleh anggota yvang memiliki tingkat pendidikan S1.

o

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Legislasi, Pengawasan dan
Anggaran

a. Kinerja Kelembagaan DPRID Kota Tual

Pada bab pendahuluan telah dikemukakan bahwa fokus permasalahan
penelitian ini adalah bagaimana kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual. DPRD
sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang
diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui
permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena
1tu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah

sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dapat dirumuskan ke
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dalam 4 ketagori, antara lain fungsi perwakilan, fungsi legislasi, fungsi

pengawasan dan fungsi anggaran.

Dengan menggunakan antara lain metode pengamatan lapangan terhadap
kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual ditinjau dari segi tungsi-fungsi yang
diemban instansi dan anggota legislatif dengan indikator masing-masing fungsi
tersebut yang meliputi :

1) Fungst Legislasi diukur melalui indikator  pelaksanaan  hak inisiatif,
pelaksanaan penctapan Peraturan Daerall  dan  pelaksanaan  penctapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah :

2) Fungsi  Anggaran diukur dengan menggunakan  indikator-indikator
pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran. responsivitas anggota
Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masvarakat dikaitkan dengan
anggaran dan keuangan daerah : dan

3) Fungsi Pengawasan diukur dengan menggunakan indikator-indikator
pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan lainnya dan pelaksanaan pengawasan
terhadap APBD.

Berikut ini, hasil petikan wawancara dengan para informan penelitian

terkait dengan fungsi lembaga DPRD Kota Tual dengan berbagai indikatornya.

1) Fungsi Legislasi
Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya,
maka fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah di bidang legislatif.

Keberadaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep “Trias Politica” yang
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ditawarkan oleh Montesquei (Thaib, 2001 ; 44), dengan memisahkan kekuasaan
ke dalam tiga bidang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih
lanjut, konsep Trias Politica menghendaki terciptanya suasana “Check and
balances” karena masing-masing organ kekuasaan dapat saling mengawasi, saling
menguji, sechingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaul batas
kekuasaan yang telah ditentukan. atau dengan kata lain terdapat perimbangan
kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Dalam konteks DPRD sebagal lembaga legislatif, fungsi pembuatan
peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui {fungsi ini, DPRD dapat
menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun
fungsional.  Disamping itu, kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD
dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya.
mengingat pembuatan suatu peraturan daerah yang baik harus dipenuhi beberapa
persyaratan tertentu. scbagaimana dikemukakan oleh Soejito (1983, 22) :

a. Bahwa peraturan daerah harus ditetapkan oleh Kepala daerah dengan

persctujuan DPRD yang bersangkutan.

b. Peraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri
Dalam Negeri.

c. Peraturan daerah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah serta
ditandatangan oleh Ketua DPRD yang bersangkutan.

d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh
diundangkan scbelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka
waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir.

e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat
setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan pendapat diatas, suatu peraturan daerah dapat dikatakan

baik apabila telah memenuhi berbagai syarat tersebut, sehingga terlaksananya

fungsi ini dengan baik akan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42074.pdf
66

legislatif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah,
proses pembuatan kebijakan serta pengawasan atas kebijakan yang dihasilkan.

Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif,
pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Paling tidak tungsi legislasi yang dilakukan oleh
DPRD Kota Tual dalam kurun waktu tahun 2008-2011 terlihat pada produk Perda
yang dihasilkan sebagaimana pada lampiran.

Berkenaan dengan pelaksanaan hak mnisiatitt DPRD, Pimpinan (Ketua)
DPRD Kota Tual (wawancara 26 Januari 2013) antara lain mengemukakan :

T Memang ada aturan yang mengatur tentang target perda yang harus
dikeluarkan, nawmun selama ini usulan inisiatif perda it datangnya dari
chksekutlf, it pun sangar sedikit. Dalam  program legislasi  duerah
(Prolegda), target per tahun 9 Perda yang hendak dicapai oleh DPRD
KNota Tual ™.

Namun demikian kenyvataannya, bahwa usulan isiatif dari DPRD tidak
ada. Selama ini sudah pernah ada perda inisiatif Dewan seperti tentang Raperda
Kemiskinan Inisiatif Dewan, sudah ada 6 perda. Oleh karena itu, meskipun usul
inisatifnya adalah tetap mengedepankan implementasinya oleh eksekutif.

Data wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan hak inisiatif
pengajuan Raperda di DPRD Kota Tual masih jauh dari harapan. Usulan Raperda
selama 1ini selalu berdasarkan atas usul eksekutif. {tupun dirasakan masih kurang.
Ada kecenderungan dari pihak legislatif untuk selalu berharap dan menunggu
usul/inisiatif Raperda dari pihak eksekutif dengan alasan bahwa pihak eksekutif
memiliki personel yang menunjang, memiliki informasi dan fasilitas yang

mendukung, memahami persoalan dan sebagainya dibandingkan dengan pihak
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legislatif. Kebiasaan dan cara berfikir seperti in1 membuat para anggota legislatif
menjadi semakin tidak kreatif dan tidak inovatif dalam mengemban tugasnya.

Di sisi lain ada kecenderungan pihak eksekutif yang bersikap apatis dan
enggan untuk menyusun dan mengajukan usul/inisiatif Raperda karena ragu dan
pesimis tak akan memperoleh dukungan dari pihak legislatif bahkan mungkin
akan ditolak. Jika hal yang demikian ini terjadi tentu sia-sia jerih pavah pihak
cksekutit dalam menyiapkan Raperda. Kenyataan lainnya vang ditemukan di
lapangan ialah adanya perda-perda yang gagal dalam implementasi. Hal seperti
ini bisa saja disebabkan oleh penyusunan Raperda yang tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. tetapi hanya berdasarkan keinginan-keinginan pihak-pihak
tertentu.  ILebih fatal lagi jika penyusunan perda hanya sekedar menghabiskan
anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan terscbut.

Dari uraian-uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ditinjau dart segi
pelaksanaan hak misiatif. pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kota Tual masth
tergolong rendah.  Lebih dart itu bahwa terkait dengan pelaksanaan penetapan
peraturan daerah, Ketua DPRD Kota Tual (wawancara 26 Desember 2012) antara
tain mengemukakan :

dalam  mengeluarkan perda, kami sangat berhati-hati  dalam
mengeluarkannya, artinya dalam mengeluarkan perda ini kita tidak hanya
melihat  jumlah/kuantitasnya  saja, tetapi  selalu  mempertimbangkan
produktivitas dari perda tersebut, dalam praktcknya kita sebelumnya
mengkaji dulu perda-perda yang lama, selanjutnya membahasnya melalui
komisi-komisi yang ada, seperti komisi 3, dan 4. Paling tidak, usaha
yang dilakukan melalui koordinasi dengan cksekutif, sehingga paling
banyak perda perda yang dikeluarkan merupakan produk atau permintaan
dari pihak eksekutif. Namun ada juga perda yang merupakan inisiatif dari
DPRD sendiri, dan selama ini perda yang dikeluarkan memang sesuai

peruntukkannya  bagi  masyarakat walaupun terdapat  kendala yang
dihadapi”.
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Dari pernyataan informan di atas nampak bahwa pelaksanaan penetapan
peraturan daerah di DPRD Kota Tual telah terselenggara dengan baik. Dalam
penetapan Raperda menjadi Perda, pihak [egislatif semakin hati-hati dalam
penetapan perda. Pembahasan Raperda dilakukan melalui mekanisme rapat-rapat
komist sesuar bidangnya. didasarkan pada aspirasi kebutuhan masvarakat dan
tidak hanya berdasarkan keinginan-keinginan orang per orang saja. Berdasarkan
uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ditinjau dart scgi penetapan peraturan
daerah. pelaksanaan fungst Legislast DPRD Kota Tual tergolong baik.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah di lembaga i, Wakil Ketua DPRD Kota Tual (wawancara 5
Desember 2012) antara fain mengemukakan :

YL Proses perencanaan dan penvusunan APBD, mengacu pada PP
Nomor 38 Tahun 2005 1eniang Pengelolaan Kewangan Dacrah, yakni
sehagai berikut: («) penvusunan rencana kerja pemerintatt daerah; (b)

penyusunan  rancangan  kebijakan  wwm  anggaran;  (c¢)  penetapan

S

prioritas dan plafon anggaran sementara,; (d) penyusunan rencana kerja
dan anggaran SKPD; (¢) peimyusunan rancangan perda APBD; dan (6)
penetapan APBD.  Dalam pembahasan APBD, antara cksekutif dan
legistatif, legislatif bisa menolak atan menerima  ferhadap  usulan
eksekutif™.

Eksekutif dalam mengusulkan APBD diawali dengan Musrembang, dari
desa sampai ke tingkat kabupaten/kota. Legislatif dalam melihat usulan
masyarakat, mempergunakan waktu reses dan penjaringan aspirasi masyarakat,
untuk mengetahui aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan Ranperda
dari eksekutif dibahas dalam badan anggaran, bisa saja usulan eksekutif bisa
diubah atau ditambah dan atau bisa juga ditolak. Dari Pernyataan informan di atas

nampak bahwa penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD Kota Tual diawali
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dengan pembahasan yang senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan
aspirasi masyarakat baik oleh pihak legislatif maupun eksekutif. Maka sudah
sewajarnya jika porsi penganggaran APBD Kota Tual tahun 2012 menduduki
peringkat terbaik nasional.  Setiap tahun anggaran, APBD Kota Tual tetap
memberikan porsi anggaran dan kegiatan yang besar untuk kepentingan
masyarakat.  Dari total belanja dacrah Kota Tual  tahun 2012 scbesar

Rp.

(U8}

35.075.559.969.- vyang terdiri dari Pendapatan Asli Dacrah sebesar
Rp.4.430.541.000.- - sedangkan  dana  perimbangan adalah  sebesar
Rp. 313.406.016.354,- dan pendapatan lain-lain sebesar Rp. 17.239.002.015.-.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan
penetapan APBD di Kota Tual tergolong baik dan tentunya hal ini tidak lepas dari
peran dan tanggung jawab DPRD Kota Tual yang turut membahas dan menyetujut
RAPBD Kota Tual menjadi APBD. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa
ditinjau dari segi pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual pelaksanaan fungsi

legisiast DPRD Kota Tual tergolong baik.

2) Fungsi Anggaran

Dalam konteks fungst anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah
ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat
diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggung jawab yang besar
terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan
bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh
pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan

perubahan-perubahan. Dengan demikian, dalam hal menetapkan pajak maupun
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APBD, kedudukan DPRD Iebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan
besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan Fungsi
Anggaran diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak
pengajuan usul perubahan anggaran, responsivitas anggota Dewan terhadap
kebutuhan daerah dan kondist masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan
keuangan daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan
anggaran. Kectua DPRD Kota Tual (wawancara 27 Juni 2011) antara lain
menyatakan :

“oPada dasarnva antara eksekutif dan legislative merupakan mitra kerja
yang sejajar, namun terkadang ini dijadikan payung bagi para cksekutif
dalam mercealisasikan anggaran. Pemahamanya bahwa kita sejajar bukan
berarti menghabiskan anggaran untuk hal-hal vang tidak sesuai dengan
kebutwhan  (dasar  kepentingan).  Rata  rata  eksekutif sudah  selesai
menvisihkan anggaran, di kita karena banyaknya aspirasi yang masuk.
dan dinegosiasiwinwin  solution agar usulan  dari  eksekutif  bisua
dickomodir usulan aspirasi kita juga diakomodiv.  Rata-rata jaring
asmara yang berhasil rata-rata yang berhasil 20% yang terakomodir, kita
Juga memahami yang lebih mengetahui teknis adalah mereka, itu yang
dilakukan dalcon pasal RAPBD™

Pada saat pembahasan anggaran, aspirasi sangat dibutuhkan sehingga pada
saat dibahas tidak semua usul cksekutif diterima. Pada waktu reses dilakukan
penjaringan aspirasi masyarakat kemudian dikumpulkan dan didokumentir mulai
pembahasan PPS sampai pada program kegiatan, contoh pekerjaan yang
anggarannya Rp. 1.000.000.000,-, kegiatan disetujur tetapi anggarannya
dikurangi. Contoh Iain pembuatan jalan karena menurut aspirasi lokasinya
dipindahkan. Pembahasan anggaran kadang sampai berminggu-minggu.

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan hak

pengajuan usul perubahan anggaran DPRD Kota Tual terindikasi cukup.
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meskipun rata-rata keberhasilan pihak ekskutif dalam memperjuangkan aspirasi
masyarakat baru mencapai 20 persen. Dominasi oleh pihak eksekutif dalam
penganggaran nampaknya dipahami oleh pihak legislatif, karena kemampuan
lebih yang dimiliki pihak eksekutit di bidang teknis. Akan tetapi, idealnya
kondisi seperti ini harus disikapi oleh pihak legislatif dengan upaya positif
mengimbangi kompetensi cksekutit melalui peningkatan kualitas sumber daya
manusia.  Kurangnya kompetensi SDM para anggota legislatit’ tentunya akan
mempengaruhi etektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Dominasi pihak cksekutif dalam segala urusan pemerintahan sulit untuk
dihindari.  Maka dengan sendirinya Kesejajaran antara legislatf dan eksekutif
semakin sulit diwujudkan.  Dart pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa
ditinjau dart  segi  pelaksanaan  hak  pengajuan  usul  perubahan anggaran.
pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Tual tergolong cukup baik.

Terkait dengan tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan
daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan dacrah.
Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kota Tual (wawancara 27 Nopember 2012)
antara lain menyatakan :

*....menurut saya lembaga ini belum sepenuhnya dikatakan sebagai
lembaga yang aspiratif.  Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya
aspirasi masyarakat yang (bukan tidak) tapi belum ditindak lanjuti. Salah
satu cara yang biasa kita tempuh adalah melalui penggunaan skala
prioritas, artinya mana aspirasi yang harus segera kita tindak lanjuti dan
mana yang harus kita tunda untuk dijadwalkan di tahun-tahun berikutnya.
Kendala utama dengan cara ini adalah penetapan mana yang menjadi
skala prioritas tersebut, ketika ada aspirasi yang belum ditindak lanjuti
dan nanti ditindaklanjuti tahun depan akan berbenturan dengan aspirasi
yang datang pada tahun tersebut, schingga ini menjadi sulit untuk
menentukan skala prioritas lagi untuk tahun tersebut, apakah yang

diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau yang baru di tahun ini (hal ini
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menyebabkan dewan di mata masyarakat, gubernur, bupati, dianggap
melakukan kebohongan publik)”.

Salah satu jalan yang baik dalam analisis ini adalah dengan menggunakan
sistem antri bagi aspirasi ini, sehingga memudahkan dalam hal penetapan aspirasi
mana yang harus dan segera di tindak lanjuti. Pernyataan informan di atas
menunjukkan bahwa tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan
dacrah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah
cukup baik. Adanya aspirasi masyarakat vang belum terakomodir dalam satu
tahun anggaran scbetulnya tidak terkait dengan aspiratif tidaknya lembaga
legislatit ini, melainkan semata-mata disecbabkan adanya keterbatasan dana yang
tersedia. Adanya riak-riak di masyarakat berkenaan dengan APBD Kota Tual
diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi tentang APBD, akibatnya masyarakat
kurang memahami setiap kebijakan yang diambil baik oleh pihak eksekutif
maupun legislatit’ termasuk APBD. Hal seperti ini akan berimbas buruk bagi
upaya peningkatan partisipast masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari
tingkat responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi
masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah, pelaksanaan fungsi

anggaran di DPRD Kota Tual tergolong baik.

3)  Fungsi Pengawasan

Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat
penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan
pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan

mengatasi  segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau
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membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi
pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat
penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai
refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, scbagai hakekat demokrasi
Pancasila.

Fungsi Pengawasan diukur dengan menggunakan indikator pelaksanaan
pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan daerah serta peraturan
perundang-undangan lainnya serta dan pelaksanaan pengawasan terhadap APBD.
Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-
peraturan daerah. Pimpinan Komist Ekonomi DPRD Kota Tual (wawancara 29
Nopember 2012) antara lain mengemukakan :

™ Dalam hal pelaksanaan pengavwasan perda, ada perda tertentu yang ada
kaitannya dengan SKPD tertentu, pengawasan itu melekat pada fungsi
fungsi komisi, karena di komisi telaft dibagi mitra sesuai tatib kita,
misalnya komisi ekonomi, fungsi kelembagaan dari lembaga ini utamanya
dalam fungsi legislasi.  Sebagian besar perda yang ada tidak berjalan
sebagaimana mestinya di tingkat eksekutif. Ini juga sangat terkail dengan
tidak adanya tindakan-tindakan terhadap  setiap  pelanggaran itu.
Sehingganya sasaran kesalahan itu  tertuju kepada DPRD sebagai
lembaga yang menerbitkan PERDA tadi. Terkadang juga perda yang ada
peruntukannya bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat .

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan
terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta peraturan-peraturan
lainnya oleh pithak DPRD Kota Tual telah diselenggarakan dengan baik.
Pelaksanaan pengawasan olch DPRD Kota Tual dilaksanakan oleh alat
kelengkapan dewan yakni melalui komisi-komisi yang relevan dengan PERDA

yang diawast serta SKPD terkait. Meskipun telah dilaksanakan fungsi pengawasan
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oleh pihak legislatif, ternyata sebagian besar perda-perda yang ada belum
terimplementasi secara optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh sebagian besar
perda yang ada penyusunannya tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, oleh
karenanya mengalami hambatan dalam pelaksanannya.

Faktor lain dalam hal ini adalah tidak adanya mekanisme reward and
punisiument dalam penyelenggaraan perda, akibatnya motivasi pihak SKPD terkait
dalam penyclenggaraan perda tersebut dirasakan sangat minim. Dari uraian di
atas dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan peraturan daerah
oleh DPRD Kota Tual sudah tergolong baik. Dengan demikian, ditinjau dari segi
pelaksanaan fungsi pengawasan peraturan dacrah, pelaksanaan fungsi pengawasan
oleh DPRD Kota Tual sudah tergolong baik.

Pada sist lain bahwa dengan pelaksanaan pengawasan terhadap APBD.
Pimpinan Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia Abet Tetlagent DPRD Kota
Tual (wawancara 29 Nopember 2012) antara lain mengemukakan :

Coodarget yang  telalt ditetapkan  adalal - dibahas  terkait  dengan
kepentingan masyarakat juga seperti target DPRD harus melakukan reses
dan pengavwasan untuk turun langsung di lapangan melihat kndisi ril yang
ada. Pengawasan anggaran biasanya tergantung di lapangan atau pada
saat pembahasan anggaran.  Sudah sulit mengadakan pengawasan
apalagi ada kebijakan PerGub, sebenarnya harus ada campur tangan
atau kerjasama antara pihak eksekutif dan legislatif, kadang PerGub
sedikit tidak sesuai dengan perda yang ada”.

Pernyataan informan di atas mengindikastkan begitu sulitnya pelaksanaan
pengawasan APBD oleh pihak DPRD Kota Tual. Secara struktural organisatoris,
SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tual sebagai implementator APBD
dalam pelaksanaan tugasnya harus mengacu kepada PerWali sebagai juknis dan

sekaligus merupakan perintah dari pimpinan dalam hal ini Walikota. Dalam
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pelaksanaan tugasnya SKPD-SKDP hanya bertanggung jawab kepada
pimpinannya (melalui Sekda) dan bukan kepada DPRD. Di samping itu, berbeda
dengan kedua fungsi DPRD lainnya yakni legislasi dan anggaran, sedikit aturan-
aturan yang mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan oleh pihak DPRD. Hal ini
telah menyebabkan sulitya bagi pithak DPRD untuk melaksanakan fungsi
pengawasan yang diembannya. sementara harapan rakyat terhadap DPRD sebagai
lembaga representasi rakyat untuk mengawasi jalannva pembangunan  yang
diselenggarakan oleh pihak eksekutif sangat besar.

Berdasarkan analisis di atas dapatlah dipahami bahwa pelaksanaan
pengawasan APBD oleh pihak DPRD Kota Tual masih kurang optimal. Dengan
demikian, ditinjau dari pelaksanaan pengawasan APBD, pelaksanaan fungsi

pengawasan olch pithak DPRD Kota Tual masih kurang optimal.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Kota Tual
Kinerja lembaga legislatit didalam sistem politik merupakan cermin dari
kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian
terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi
sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh
lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Johson dan Levin
(ibid) menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi

kinerja seseorang, yaitu :
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a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik,
keinginan atau motivasinya, umur, jenls kelamin, pendidikan,
pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal
lainnya.
b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis
latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.
Melemahnya peran lembaga legislatif daerah sebagaimana mestinya scesual
dengan harapan masvarakaf; disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Kedua faktor
penyebab itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Fried (1966) mengajukan
10 faktor yang menghambat berfungsinya lembaga politik, termasuk didalamnya
[embaga legislatif daerah (DPRD). Faktor-faktor tersebut meliputi @ informasi.
keahlian. social power, popularitas. legitimasi, kepemimpinan,  kekerasan
(violence). peraturan (rules), economic power. man power dan jabatan (oftice).

Sedangkan Curtis (1978) mengidentifkasi beberapa sumber kelemahan
badan legislatit. yvang meliputi kekurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana
penchitian dan kepustakaan, kekurangan tenaga sekretariat dan kurangnya
spesialisasi komisi-komisi yang ada di lembaga tersebut.

Sementara itu, Imawan (1993, 79) mengklasifikasikan faktor-faktor yang

dapat menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya kedalam 2
(dua) faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi :

a. Peraturan Tata Tertib

Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang

dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun, bila peraturan itu

terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan satu tugas. Peraturan tata
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terib yang terlalu detail inilah yang menjerat para anggota legislatif untuk
melaksanakan tugasnya.

b. Data dan Informasi

Hal yang paling menonjol dalam topik ini adalah terlambatnya anggota
legislatif dalam memperoleh data dan intormasi yang diperiukan dibandingkan
pihak eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi. sebab pihak eksekutiflah yang
bergelut dengan masalah pemerintahan schari-hari. Selain 1tu, untuk memutuskan
satu tindakan / kebijakan yang sifatnya kolektit organisasi, jauh lebih sulit
dibandingkan pada pihak cksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada
dalam lembaga legislatit sehingga perlu adanya bargaining para anggota/
kelompok.

¢. Kualitas Anggota Legislauf

Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif’ mengalami peningkatan.,
akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan
kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota
legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat, fenomena sekarang ini bahwa
karena mereka dicalonkan oleh partai banyak anggota legislatif yang tidak
memiliki akar dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan banyaknya anggota
legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang bertikir bahwa mereka
harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori faktor eksternal, adalah :

a. Mekanisme Sistem Pemilu

Sistem pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk

mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan
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sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak
memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan vote getter yang
dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang
sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.

b.  Kejumbuhan Kedudukan Eksekutif dan Legislatit.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatit ditempatkan
sebagai partner cksckutif. Partner dalam konteks ini lebih bersifat kooptasi.
dimana satu pthak (eksekutif) kedudukannya jauh lebih kuat dari pthak yang lain
(legislatif) schingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi masing-masing institusi/lembaga.

Permasalahan ketiga vang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor-
faktor vang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual dalam cra otonomi dacrah.
Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan. ditemukan beberapa faktor
yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja DPRD Kota Tual dalam
melaksanakan fungsi yang diembannya. [Faktor-faktor terscbut akan dipaparkan
berikut ini :

1) Kualitas SDM

Kinerja suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan kualitas SDM yang
dimiliki. Meskipun SDM para anggota DPRD Kota Tual didominasi oleh anggota
dengan tingkat pendidikan S1 (sarjana), akan tetapi anggota dengan tingkat
pendidikan setara SLTA jumlahnya masih cukup signifikan yakni 33,33 persen
dari jumlah anggota yang ada. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi melalui

program peningkatan anggota legislatif misalnya melalui pelatihan-pelatihan
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khusus, pengangkatan stat ahli yang benar-benar memiliki kompetensi yang
berkualitas dan benar-benar dibutuhkan keahliannya.
Sehubungan dengan permasalahan ini. salah seorang Ketua Fraksi pada

DPRD Kota Tual antara lain mengemukakan :

yaitu rendahnyva kemampuan dan kapasitas anggota dewan yang datang
dari berbagai macam tingkat pendidikan.  Scharusnya untuk menyikapi
kendala tersebut, perlu adanya program bagi anggota dewan untuk
mengikuti pelatihun dan pendidikan lagi sesuai dengan bidang komisi
masing-masing. Tujuannya untuk memperdalam bidang masing-masing.
Penguatan kapasitas anggota dewwan dengan tingkat pendidikan rata-rata
setara dengan cksekutif. Harapan saya terjadi pimpinan dewan dan
eksekutif merencanakan atan memprogramkan masuknya anggota dewan
harus diketalnid person per peson mengenai latar belakang pendidikan
mereka, harus dicmati dun jangan tergantung pada fraksi dan harus

meninggalkan warna-warna pariai, terimasuk peneinpatan harus ditihat ”.

Berdasarkan gambaran hasil wawancara tersebut. dapat diungkap bahwa
seharusnya ada persvaratan dasar vang harus dijadikan scbagai standar partai
dalam mercekrut calon legislatifnya,  termasuk  latar  belakang  pendidikan.
Sehingga prosesnya harus selektif. harus ada lembaga yang khusus dan tidak
tergantung partal tertentu dengan suara terbanyak yang dicalonkan tanpa
memperhatikan latar belakang pendidikanya, harus ada badan seperti perguruan
tinggl yang bisa memberikan penilaian atau fir and propert test bagi anggota atau
bakal calon yang bisa mengimbangi eksekutif.

Pernyataan informan di atas merupakan bukti pentingnya peningkatan
kualitas SDM anggota DPRD Kota Tual, terutama mereka yang memiliki latar
belakang pendidikan SLTA untuk melanjutkan ke S1 (sarjana). Pada sisi lain
beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual telah dikemukakan

oleh Ketua Fraksi Golkar, bahwa :
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“...Jaktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota ini
adalah  berangkat dari sisi kualitas, pelavaan dari sekwan sebagai
pengguna anggaran dari sisi administrasi dan seterusnya adalah
bergantung pada komunikasi politik anggota yang ada dalam kaitannya
dengan perjalanan pemerintahan™.

Berdasarkan gambaran hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa alat
kelengkapan DPRD umumnya juga menjadi faktor penghambat dalam proses
pembentukan kinerja DPRD yang lebih baik di Kota Tual. Hubugan kelembagaan
anggota dan lembaga legislatit menjadi acuan normatif untuk membentuk kinerja

yang lebih baik.

2) Disiplin Anggota Dewan
Masalah lainnya yang menonjol di lapangan ialah rendahnya tingkat
distplin anggota DPRD Kota Tual dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam setiap
rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tual. rata-rata tingkat absensi anggota
dewan mencapait bahkan lebih dart 15 persen. Sehubungan dengan permasalahan
init Sekwan DPRD Kota Tual antara lain mengemukakan :

Ce disiplin anggota sangat fluktuatif, terkadang buik (naik) tapi juga
terkadang turun atau tidak baik. Skills dari alat kelengkapan dewan
termasuk para staf sangat minim, sehingga target kadang tidak tercapai
karena terhalang oleh kurangnya disiplin para anggota.  Kualitas ada ..
namun kurang optimal karena kurang disiplin.  Landasan kesadaran dari
anggota untuk disiplin sangat kurang..

Data hasil wawancara di atas menunjukan masih rendahnya tingkat
disiplin para anggota DPRD Kota Tual. Masalah disiplin adalah masalah internal
individu yang bersangkutan, terlebih lagi jika menyangkut pribadi seorang

anggota legislatif yang memiliki status sosial yang tinggi, dengan fasiltas negara
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yang tersedia dan tidak kecil nilainya, maka sudah sepantasnya untuk membina
kesadaran diri dan menunjukkan sikap prilaku yang patut diteladani. Bahwa
untuk meningkatkan disilin diri, dibutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat
dari dalam diri sescorang. Lebih dari itu bahwa informan lain misalnya wakil
ketua DPRD Kota Tual. Hasan Rengirfuryaan (wawancara, 15 Desember, 2012)
telah menuturkan bahwa :

CLdiantara faktor vang mempengaruhi kinerja DPRD adalah faktor
internal  dan cksternal yang mana  dapat - dikemukakan  yaitue faktor
pengetahuan yang selama ini datang dari latar belakang partai yang
berbeda yang juga dilatarbelakangi oleh disiplin ilnue yang berbeda. [Hal
ini menjadi fuktor penyebab utama. Secara cksternal, fungsi kelembagaan
DPRD Kota Tual yang optimal ataupun dukungan sekertariat yang masih
tinggi yang dapat mendorong seluruft agenda dapat diselesaikan dengan

cepat dan benar "

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama yang
dihadapi- oleh kelembagaan Dewan dalam meningkatkan kinerja anggotanva
adalah persoalan pengetahuan yang tidak seragam yang kemudian memberikan
pengaruh vang signifikan terhadap gejala menurunnya angka partisipasi anggota
yang optimal. Secara cksternal hal ini juga disebabkan oleh fungsi sekertariat
yang belum optimal menyebabkan beberapa pelaksanaan fungsi yang akurat
menjadi terhambat.

Fenomena menurunnya kinerja kelembagaan dan keanggotaan DPRD Kota
Tual patut dicatat sebagai adanya kesalahan penempatan sumber daya serta
pemanfaatannya yang tidak optimal dan seterusnya tidak memberikan efek yang

cukup signifikan untuk mencapai hasil yang optimal. Di sisi lain, bahwa

pengelolaan sumber daya manusia sangat bergantung pada perspektif pengelolaan
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sumber daya itu sendiri di mana fungsi sekertariat di dewan menjadi sangat

penting.

3) Penerapan sistem penghargaan dan sanksi (punishmant and reward)
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dan dikeluhkan pthak DPRD Kota
Tual adalah belum adanya sistem punishment and reward bagi SKPD-SKPD
penyelenggara Perda yang relevan dengan instansinya. Sehubungan dengan hal
tersebut. Ketua DPRD Kota Tual menyatakan bahwa :

“oKunel wtama dalam kinerja adalah penerapan sistem punishmant and
reward, sckarang ini tidak jalan dengan baik. bahkan sebenarnya ini
merupakan  salah satu wnsur dalam mewujudkan dedikasi seorang
pimpinan dan anggota. Olchnya iru perlu menambahkan punishmant and
reveard ini menjadio salah satu aturan baik itn formal dalam artian
dicantumkan kedalam kode etik lembaga, pemeriniah, maupun legalitas
nonformal ada pada fraksi dan pariai.  Jika ada Twkum punishmant di
lembaga ini, maka perkirakan saya 80-90 persen seluruh anggota dewan
kena punishmant. Menurur saya, selama ini masyarakat melihat bahwa
kinerja lembaga legislative ini hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu
seberapa banyak produk perda yang terbitkan.. Terkait dengan penegasan
Sava tuadi.. (Informan, kerua DPRD. dapat mempertanggunjawabkan..)
kuncinya adalah perlu pencgakan disiplin bagi anggota dewan terhadap
aturan yang ada’.

Pernyataan informan di atas menunjukkan pentingnya penerapan sistem
punishmant and reward bagi anggota DPRD Kota Tual. Sistem puishmant and
reward akan memberikan manfaat peningkatan motivasi kerja bagi aparat, serta
mampu meningkatkan disiplin diri bagl setiap anggota organisasi termasuk
anggota dewan. Punishmant and reward juga sangat diperlukan bagi SKPD-

SKPD terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
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Penempatan anggota dan sekertariat dewan yang lebih baik akan dapat
menciptakan kondisi kelembagaan dewan yang optimal yang selanjutnya akan
dapat menciptakan kondisi capaian kinerja yang lebih baik. Sehingga kondisi
seperti ini akan dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap berhasil
tidaknya lembaga ini mencapat sasarannya lebih baik lagi.

Ketercapaian sasaran kinerja vang diharapkan pada tingkatan kelembagaan
dewan akan dapat menciptakan sistem yang lebih optimal dalam meningkatkan
kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan, schingga dapal mencapai

sasaran yang lebih baik.

B. Pembahasan

1. Kinerja Kelembagaan

Analisis terhadap kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual dalam penelitian
ini. ditinjau dari scgi tungsi-fungsi yang diemban instansi dan anggota legislatit’
yakni :

[. Fungsi Legislasi;

to

Fungsi Anggaran; dan

('S

Fungsi Pengawasan.

Fungsi legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif,
pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan hak inisiatif pengajuan Raperda di DPRD Kota Tual masih kurang.
Usulan Raperda selama ini selalu berdasarkan atas usul/inisiatif eksekutif. Itupun

jumlahnya masih sangat kurang (12 perda). Kondist ini menunjukkan bahwa

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42074.pdf
84

ditinjau dari segi pelaksanaan hak inisiatif. pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD
Kota Tual masih tergolong rendah. Hal ini dijelaskan oleh Imawan (1993 : 79)
mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat anggota legislatif dalam
melaksanakan fungsinya yaitu faktor internal antara lain untuk memutuskan satu
tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit dibandingkan
pada pihak eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga
legislatif sehingga perlu adanva bhargaining para anggota/kelompok. Disamping
itu kualitas teknis anggota legislatif’ mengalami peningkatan. akan tetapt hal i
tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja  anggota
legislatif. Persoalannya terpulang pada tekad dan mental anggota legislatif untuk
benar-benar mewakili rakyat.

Pelaksanaan penetapan peraturan dacrah di DPRD Kota Tual telah
terselenggara dengan baik yang diindikasikan dari adanya keseragaman pendapat
dan pandangan anggota dewan yang lebith baik. Oleh karenanya dapat
dikemukakan bahwa ditinjau dari segi penetapan peraturan daerah. pelaksanaan
fungsi Legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik.

Selanjutnya proses penetapan RAPBD menjadi APBD di DPRD Kota Tual
diawali  dengan  pembahasan  yang  senantiasa  memperhatikan  dan
mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik oleh pihak legislatif maupun
eksekutif. Maka sudah sewajarnya jika porsi penganggaran APBD Kota Tual
tahun 2011 menduduki peringkat terbaik nasional. Oleh karenanya, dapat

dikemukakan bahwa pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual tergolong baik.
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Ditinjau dari segi pelaksanaan penetapan APBD di Kota Tual pelaksanaan
fungsi legislasi DPRD Kota Tual tergolong baik. Dari ketiga indikator yang
digunakan untuk mengukur pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tual, hanya
pelaksanaan hak inisiatif DPRD yang tergolong rendah atau kurang baik.
Indikator lainnya yakni penetapan perda dan pelaksanaan penetapan APBD
tergolong baik. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan fungsi
legislasi DPRD Kota Tual tergolong cukup baik. Siagian (1997:152) menjelaskan
bahwa produktivitas dapat dinilai dari segi efektivitas organisasi vaitu tingkat
keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan atau sasaran. Meningkatkan
produktivitas manusia dalam organisasi tidak hanya menyangkut penjadwalan
pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan untuk itu, tetapi juga menyangkut
kondisi. iklim dan suasana kerja. Untuk meningkatkan produktivitas tidak hanva
mehbatkan nilai-nilai teknis dan administratif, tetapi juga nilai-nilai etika dan
moral.

Dalam kaitan dengan penelitian inn yang difokuskan pada analisis kinerja
kelembagaan legislatif dalam persoalan pengurusan dan pelaksanaan tungsi
legislasi dan perumusan aturan, ukuran produktivitas yang digunakan adalah
oulput dan outcomes suatu aktivitas atau program instansi pemerintah. Quiput
adalah hasil langsung dari suatu proses. Qutcomes adalah hasil yang dicapai darni
suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Ouiput
dapat diukur dari keluaran langsung dari suatu proses. Atau ukuran hasil
implementasi dari suatu program atau aktivitas. Quicomes berkaitan dengan
pengukuran nilai kualitas suatu aktivitas atau program. Kualitas outcomes dalam

arti lebih luas adalah dampak terhadap masyarakat.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pengajuan usul
perubahan anggaran DPRD Kota Tual terindikasi cukup, meskipun rata-rata
keberhasilan pihak ekskutif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat baru
mencapai 20 persen. Oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari segi
pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan anggaran, pelaksanaan fungsi
anggaran DPRD Kota Tual tergolong cukup baik. Di samping itu. tingkat
responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat
dikaitkan dengan anggaran dan keuangan dacrah cukup batk. Oleh karenanya.
dapat dikemukakan bahwa ditinjau dari tingkat responsivitas anggota Dewan
terhadap kebutuhan dacrah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran
dan keuangan dacrah. pelaksanaan fungsi anggaran di DPRD Kota Tual tergolong
baik.

Kedua indikator yang digunakan untuk pengamatan pelaksanaan fungsi
anggaran DPRD Kota Tual. yakni pelaksanaan hak pengajuan usul perubahan
anggaran, dan responsivitas anggota Dewan terhadap kebutuhan daerah dan
kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah, seluruhnya
termasuk dalam kategori cukup baik dan baik. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ditinjau dari kedua indikator tersebut, pelaksanaan fungsi
anggaran DPRD Kota Tual tergolong baik. Fungsi Pengawasan diukur dengan
menggunakan indikator-indikator pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan-peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya serta

pelaksanaan pengawasan terhadap APBD.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan-peraturan daerah serta peraturan-peraturan lainnya oleh
pihak DPRD Kota Tual telah disclenggarakan dengan baik. Dengan demikian.
ditinjau dari segi pelaksanaan tungsi pengawasan peraturan daerah, pelaksanaan
fungst pengawasan oleh DPRD Kota Tual tergolong baik.

Berbeda dengan kedua tungst DPRD lainnya yakni legislasi dan anggaran.
belum ada aturan-aturan yang menjadi panduan pelaksanaan fungsi pengawasan
oleh pihak DPRD. Tal ini telah menyebabkan sulitya bagi pthak DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan yang diembannya, sementara harapan rakyat
terhadap DPRD sebagai lembaga representasi rakyat untuk mengawasi jalannya
pembangunan yang disclenggarakan oleh pihak cksekutit sangat besar.  Olch
karenanya. ditinjau dari pelaksanaan pengawasan APBD., pelaksanaan fungsi
pengawasan oleh pthak DPRD Kota Tual masth kurang baik.

Berdasarkan gambaran dua indikator yang digunakan untuk mengamati
pelaksanaan fungsi pengawasan. yakni: pengawasan peraturan dacrah, dan
pelaksanaan pengawasan APBD, yang pertama tergolong baik sedangkan yang
kedua tergolong kurang baik. oleh karenanya dapat dikemukakan bahwa
pelaksanaan fungst pengawasan oleh DPRD Kota Tual tergolong kurang baik.

Dart uraian-uraian di atas nampak bahwa darn ketiga indikator yang
digunakan untuk menganalisis kinerja DPRD Kota Tual, indikator fungsi legislasi
termasuk pada kategori cukup baik, fungsi penganggaran tergolong baik, dan
fungsi pengawasan tergolong kurang baik. Dengan demikian dapat dikemukakan

bahwa kinerja anggota DPRD Kota Tual pada umumnya tergolong baik.
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2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD

Mekanisme kerja intern lembaga legislatif diatur oleh sebuah peraturan
Tata Tertib. Peraturan Tata Tertib ini dipandang terlalu rumit sehingga
mengakibatkan para anggota legislatif sukar untuk melaksanakan tugasnya serta
berperan lebih besar. Sebagai ilustrasi. penggunaan hak yang dimiliki oleh DPRD
baru dapat dilaksanakan apabila diusulkan oleh sckurang-kurangnya 20 orang
anggota yang berasal paling tidak dart 2 (dua) fraksi. Masalah vang muncul
kemudian adalah Pertama jumlah minimal anggota legislatit untuk melaksanakan
hak tersebut adalah terlalu besar, sebab cukup sulit untuk menghimpun
pendukung sejumlah 20 orang. Kedua adalah keharusan terlibatnya paling tidak 2
(dua) fraksi. Ketentuan ini dapat menggagalkan pelaksanaan hak-hak DPRD jika
hanya ada satu fraksi yang menginginkan penggunaan hak yang dimiliki oleh
DPRD. Penolakan fraksi lain adalah suatu hal yang wajar karena setiap fraksi
ingin agar penggunaan hak-hak tersebut berasal dart fraksinya sendirt. Kompetist
yang tidak schat seperti ini. menurut Maswadi Rauf (ibid, 66) akan menghambat
penggunaan hak-hak DPRD. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja
DPRD Kota Tual yang terindikasi di lapangan antara lain meliputi: masalah
Kualitas SDM DPRD; masalah disiplin anggota dewan; belum adanya penerapan
punishment yang tegas kepada anggota DPRD yang belum sepenuhnya
melaksanakan tugasnya. Sehingga hal ini menjadi faktor pengganggu dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan dewan dalam pelaksanaan tugas

pokok mereka.
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Penerapan mekanisme reward and punishment menjadi sangat penting
untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dewan di mana prestasi anggota yang
ada dapat memicu dan memacu kinerja anggota yang lain dalam menciptakan
kinerja yang unggul.

Dikaitkan  secara teorittk bahwa untuk menilai  kinerja harus
memperhatikan hasil pelayanan dan kualitas pelayanan, aspek administrasi dan
manajerial, kemampuan untuk mengelola sumber daya. bahan material peralatan
dan teknologi yang dimiliki dalam memberikan pelavanan. serta kepuasan bagi
para pelanggan yang dilayani. Pandangan seperti in1 dalam analisis Kopelman
(1988) menjelaskan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:
individual characieristics (Karakteristik individual), organizational charasteristic
(karakteristik organisasi). dan work characteristics (karakteristik pekerjaan). Ial
ini sesual dengan pendekatan dan capaian hasil penelitian ini di mana karakteristik
individu maupun organisasi yang didapatkan dan dijelaskan scbelumnya dapat
menjadi faktor yang menentukan.

Analisis lebih detail ditlakukan oleh Kopelman bahwa kinerja sclain
dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga sangat tergantung dari karakterisuk
individu seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, motivasi, norma dan
nilai. Pandangan ini secara relative telah menekankan bahwa begitu perlu dan
pentingnya mekanisme organisasi dan individu pelaksana daripada proses
kegiatan dalam organisasi tingkat legislative di Kota Tual, sehingga dapat menjadi
faktor yang sangat menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

ada.
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Lebih daripada itu bahwa dalam kaitannya dengan konsep kinerja, terlihat
bahwa karakteristik individu seperti kepribadian, umur dan jenis kelamin, tingkat
pendidikan suku bangsa, keadaan sosial ekonomi, pengalaman terhadap keadaan
yang lalu, akan menentukan perilaku kerja dan produktivitas kerja, baik individu
maupun organisasi sehingga hal tersebut akan menimbulkan kepuasan bagi
pelanggan. Karakterisk individu selain dipengaruhi oleh lingkungan, juga
dipengaruhi oleh:

1) karakteristik orgnisasi seperti reward system. selekst dan pelatihan.

struktur organisasi. visi dan misi organisasi serta kepemimpinan;

89
—

karakteristik pckerjaan, seperti deskripsi pekerjaan, desain pekerjaan
dan jadwal kerja. Hal i1 secara relatif telah memberikan penekanan
vang objektif terhadap pentingnya persoalan Kinerja di mana individu
dan organisasi harus dapat menjadi pertimbangan utama.

Hasil penelitian ini dengan penckanan bahwa kinerja DPRD Kota Tual
juga dapat dikaitkan dengan perspektif bahwa anggota dewan sangat fokus pada
persoalan individu pelaksana kegiatan di lembaga legislatif. Hal ini sesuai dengan
pendapat Levine (1990 :191) menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang
dapat mempengaruhi kinerja sescorang, yaitu :

a. Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik,
keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan,
pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal
lainnya.

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis

latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.
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Hasil ini sangat relevan dengan analisis Hall TL dan Meija (1987) yang
menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : Faktor internal
yang terbagi menjadi dua yaitu karakteristik individu (umur, pendapatan, status
perkawinan, pengalaman kerja dan masa kerja) dan sikap terhadap tugas (persepsi,
pengetahuan. motivasi, tanggung jawab dan kebutuhan terhadap imbalan. Faktor
eksternal yang meliputi sosial ckonomi, demografi, geografi, (lingkungan kerja).
akseptabilitas. aksesibilitas, beban kerja dan organisasi (pembinaan. pengawasan.
koordinasi dan fasilitas). Kualitas kinerja DPRD Kota Tual dalam hal i
mempunyai perspektit yang lebih internal dan juga adanya dukungan cksternal, di
mana kelembagaan legislative dapat dijadikan sebagar alat analisis utama untuk
mecari Keterarangan .yang lebih dalam lagi terkait dengan persoalan kinerja.

Faktor kualitas anggota merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan
peran lembaga legislatif.  Peran yang lebih besar dari lembaga ini tidak akan
mungkin dicapai bila para anggota lembaga tersebut tidak mempunyai
kemampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD selama i berada di bawah
kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD belum  sepenubnya  dapat
mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas
dalam konteks ini ditinjau dari segi karier politik (pengalaman) dan segi
pendidikan formal.

Hasil penelitian ini juga telah menduga kuat analisis Gibson (1990) yang
menyimpulkan bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dan perilaku
seseorang adalah: Faktor individual yang meliputi: kemampuan, latar belakang,
dan demografi serta faktor organisasi meliputi: sumber daya, kepemimpinan,

imbalan, struktur, desain pekerjaan serta faktor psikologis meliputi: persepsi,
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sikap, kepribadian, belajar, motivasi. Meskipun Gibson mencoba menambahkan
adanya faktor psikologis. tetapi fenomena dan fakta yang diperoleh pada kasus
kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual adalah mempunyai sedikit perbedaan
principal dan metodologis, di mana hasil penelitian yang menekankan pada aspek
mental pelaksanaan tugas scperti kedisiplinan adalah sangat menjadi bahan
analisis utama yang perlu dipertimbangkan.

Demikian pula bahwa hasil penelitian terkait dengan kinerja DPRD Kota
Tual dalam hal analisis kinerja pada legislasi. pengawasan dan keuangan adalah
terkait dengan konsep dan pendekatan Schermerhorn (1982) yang menilai bahwa
kinerja sescorang dipengaruhi oleh:

1) Upaya yang dilakukan nvork effort) di mana berhubungan dengan
kesediaan untuk melakukan pekerjaan pwillingness 1o perform) dan
motivasi:

2) Cin-dirt pribadi individu berhubungan dengan kapasitas melakukan
pekerjaan (capacity to perform)

3) Dukungan organisasi (Organization support) berhubungan dengan
kesempatan melakukan pekerjaan (oportunity to perform).

Pengukuran kinerja selain masih sangat tergantung kepada pendapat
masing-masing individu, juga dari perspektif mana kinerja tersebut dipandang.
Ukuran kinerja merupakan karakteristik hasil yang teridentifikasi untuk maksud
penilaian. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada indikator kinerja sebagai alat
guna membandingkan hasil nyata dengan target yang ditetapkan sebelumnya dan

mengukur besarnya penyimpangan yang terjadi.
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Untuk mengukur kinerja menurut Keban (2004:204) terdapat dua
pendekatan utama, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan hasil. Pendekatan
perilaku mempelajari perilaku yang relevan atau berhubungan langsung dengan
pelaksanaan tugas seseorang. Pendekatan ini menckankan pada quality of task
oriented behavior. Aspek yang diamati dalam pendekatan ini adalah apakah
pertlaku atau cara tertentu mampu memberikan hasil tertentu. Kemudian
pendekatan hasil atau lebih dikenal dengan istilah reswli oriented criteria
mempelajart apakah hasil yang diperoleh telah sesuar dengan tuntutan dar pihak
yang membutuhkan sesuai  dengan kualitas  terbatk.  Pendekatan  ini
membandingkan apakah hasil yang telah dicapai dan didistribusikan oleh sektor
publik telah sesuar dengan tuntutan publik.

Secara dominan hampir seluruh konsep dan pendekatan yang mencoba
menjelaskan tentang persoalan kinerja adalah dapat dijelaskan bahwa kinerja
umumnya dapat dilihat dari sudut pandang mdividu dan organisasi serta situasi
yang melingkupi pelaksanaan kinerja yang dimaksud. Sehingga berdasarkan fakta
yang dianalisis pada kinerja DPRD Kota Tual adalah dapat disimpulkan adanya
kesamaan fakta dengan konsep dan pendekatan yang ada. di mana kinerja sangat
ditentukan oleh faktor individu pelaksana, faktor organisast dan faktor iklim yang
membentuk perilaku kinerja yang ada.

Dengan demikian fakta yang menunjukkan bahwa mekanisme peningkatan
kinerja scharusnya diperbaiki dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik
berdasarkan gejala awal perlunya pembinaan individu maupun organisasi

pelaksana kinerja yang ada.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian Analisis Kinerja
Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kota Tual, dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kinerja kelembagaan DPRD Kota '}‘Llal yang dideskripsikan pada fungsi
legislasi.  fungsi  anggaran  dan  fungst  pengawasan  dalam
implementasinya menunjukkan prestasi atau hasil kerja (kinerja) yang
variatif, sebagaimana ditegaskan bahwa fungsi legislasi secara umum
pada DPRD Kota Tual termasuk dalam kategori cukup baik. Sementara
itu fungsi legislasi dalam hal pembentukan Peraturan Daerah masih
rendah dari tahun 2009-2011. Berikut fungsi anggaran menunjukkan
trend dalam kategort baik. sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan
DPRD yang berada pada kategori kurang baik, karena terindikasi adanva
oknum anggota DPRD termasuk pelaksana proyek pemerintah yang
seharusnya diawasi oleh DPRD.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual
meliputi :

- kualitas SDM anggota DPRD ;
- rendahnya disiplin anggota DPRD

- pemberlakuan sanksi (punishment) bagi anggota DPRD.

88
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Dalam masalah ini, maka persoalan utama yang dihadapi adalah adanya
faktor kualitas sumber daya manusia yang unggul di dalam kelembagaan DPRD.
Hal ini sesuai dengan pendapat para pakar, di mana anggota organisasi yang lebih
optimal mempeerjuangkan kepentingan masyarakat menjadi sangat optimal dapat

meningkatkan kinerja organisasi yang ada.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas. maka dapat dirckomendasikan beberapa
hal sebagai berikut:
. Secara kelambagaan DPRD Kota Tual dalam mengakhiri masa jabatan
mercka, maka perlu penegasan komitmen dan konsistensi anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD. baik fungsi legislasi. fungsi
anggaran, maupun fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas dan
dinamika pembangunan. pemerintahan serta kemasyarakatan di Kota

Tual;

[\

. Dalam perspektif peningkatan kinerja kelembagaan DPRD Kota Tual,
dipandang perlu melakukan rekrutmen staf ahli untuk masing masing
komist yang, di samping masih perlu peningkatan kapasitas anggota
DPRD Kota Tual melalui pelaksanaan program pembimbingan teknis
dan diklat kecakapan dan skills lainnya yang relevan dengan tugas-
tugas keanggotaan DPRD Kota Tual;

3. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan, maka

dipandang perlu DPRD Kota Tual selalu bermitra yang saling

bersinergi dengan pihak perguruan tinggi di daerah, khususnya dalam

89
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rangka melahirkan produk-produk kebijakan yang bersentuhan dengan
kepentingan publik.

4. Dalam dimenst peningkatan disiplin  anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas-tugas kelembagaan DPRD Kota Tual, maka
dipandang perlu penegasan aturan terhadap sanksi bagi anggota DPRD
yang lalai dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan

DPRD Kota Tual sampai pada akhir masa jabatannya.

90
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KERANGKA AKADEMIK DENGAN TUJUAN ILMIAH, SEMUA DATA
YANG DIBERIKAN AKAN DIJAMIN KERAHASIAANNY A
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DAFTAR PERTANYAAN

Nomor
Nama

Pekerjaan /Jabatan

I. Apakah ada target kinerja vang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas

pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

2. Bagaimana langkah-langkah vang ditempuh dalam melaksanakan fungsi
legislasi olech DPRD? Mohon penjelasan!
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat

respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual?
Mohon penjelasan!

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan olch DPRD  terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan pelaksanaan peraturan-
peraturan daerah? Mohon penjelasan!

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
ini? Mohon penjelasan!

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
DPRD Kota Tual?

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir

n1?

INFORMAN
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TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nomor 2 01
Nama - RMW
Pekerjaan /Jabatan ~ : Ketua DPRD Kota Tual

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan'!

o0

Jawab:

Sebagar institusi-institust resmi yang membangun fungsi dan peran di
bidang politik tentunya dalam proses operasionalisasi penugasan itu tetap
menggunakan  ketentuan  perundangan  scbagal pedoman  dalam
pengendalian peran tugas dart DPRD. pedoman-pedoman itulah yang akan
kami justifikasi sebagai keputusan yang dirumuskan melaut panitia
musyawarah dan keputusan dalam paripurna yang kemudian menjadi
pedoman dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPRD. Membentuk alat
kelengkapan DPRD, memimpin sidang-sidang kemudian mengatur lalu
lintas pembicaraan dalam persidangan, mengatur keberangkatan komisi-
Komist maupun anggota DPRD dalam tugas-tugas bintek maupun
kunjungan kerja dan peninjauan lapangan. pengawasan dan reses. Itulah
tugas-tugas yang selalu kami lakukan berdasarkan amanat Undang-undang
No. 27 tahun 2010

{9

Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi
fegislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Dalam melaksanakan fungsi legislasi. target dart kinerja DPRD pada
setiap tahun antara lain pada masa sidsng pertama, target apa yang telah
kita capal dalam rangka meramu berbagai aspirasi masyarakat, yang
disampaikan dalam dengar pendapat dan jaring aspirasi masyarakat.
menyalurkannya dan bagaimana menindaklanjuti dalam keputusan-
keputusan politik.

|O%)

Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat
respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual?
Mohon penjelasan!

Jawab :

Kerja sama semua komponen baik itu pemerintah maupun DPRD selalu
dibutuhkan dan dari berbagai pikiran yang teramu dari aspirasi yang
datang dari aspirasi masyarakat itulah yang selalu kami olah menjadi
sebuah program dan kebijakan yang patut di aktualisasikan untuk
kepentingan masa depan dari pada masyarakat dan kota tual itu sendiri,
jadi yang jelas bahwa setiap tahun peningkatan APBD yang diputuskan
batang tubuh APBD itu sendiri atau peningkatan anggaran yang
diputuskan datam batang tubuh APBD itu bagian dari pada upaya
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maksimal yang dilakukan dalam bentuk lintas pendekatan pemerintahan
sehingga aspirasi/begitu besar aspirasi, begitu besar pula dana diserap dari
pemerintah pusat untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
rakyat itu sekalipun memang masih jauh dari pada harapan yang
sesungguhnya tetapi paling tidak pada setiap tahun terlihat ada wujud dari
pada kinerja, kerja sama kinerja pimpinan DPRD baik itu dalam konteks
pendekatan dengan anggota maupun juga dengan pemerintah daerah
schingga melahirkan berbagar perubahan yang selama ini dapat kita
saksikan terlihat di kota tual.

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah  dan pelaksanaan peraturan-
peraturan dacrah? Maohon penjelasan!

Jawab :

Dalam hal pelaksanaan pengawasan perda, ada perda tertentu yang ada
kaitannya dengan SKPD tertentu, pengawasan itu melekat pada tungsi
fungsi komisi. karena di komisi telah dibagi mitra sesuai tatib kita.
misalnya komisi ckonomi. tungsi kelembagaan dari lembaga ini utamanya
dalam fungsi legislasi. Proses perencanaan dan penyusunan APBD tetap
mengacu pada PP No 38 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah, yakni (a) penvusunan rencana kerja pemermtah daerah: (b)
penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran: (¢) penetapan prioritas
dan plafon anggaran sementara: (d) penyvusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD: (¢) penvusunan rancangan perda APBD: dan (6)
penetapan  APBD. Dalam pelaksanaan  tahap-tahap tersebut, DPRD
memberikan  perhatian  besar  sebagar bentuk  pengawasan  sejak
perencanaan sampal dengan pelaksanaannya.

5. Bagaimana bentuk kinerja vang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
ni? Mohon penjelasan!

Jawab :

kinergitas atau optimalisasi kinerja dart pada pimpinan itu sangat
tergantung dari pada kerja sama seluruh anggota artinya pimpinan tidak
bekerja sendiri tetapi harus mendapat duxungan dan support sekaligus
kerja sama dari pada alat-alat kelengkapan DPRD termasuk seluruh
anggota DPRD, kalau kita lihat bahwa sebagian besar aspirasi rakyat yang
di implementasikan yang dijabarkan dalam APBD itu bagian dari pada
usaha optimal yang dilakukan oleh DPRD bersama, pimpinan bersama
seluruh DPRD dalam rangka menjaring aspirasi dan mengaplikasikan dia
dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam APBD, jadi
itulah optimalisasi peran dari pada pimpinan mengendalikan dan bekerja
sama dengan teman-teman dari masing-masing fraksi, komisi, pokoknya
seluruh alat kelengkapan DPRD sehingga membuahkan hasil yang optimal
dan mengantarkan kota tual ini semakin maju dalam sebuah perubahan,
dalam kasat mata kita dapat menyaksikan ada perubahan-perubahan.
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6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
DPRD Kota Tual?

Jawab :

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Tual antara lain
latar belakang organisasi yang berbeda bisa menjadi faktor vang sangat
berpengaruh, begitupun dengan usia kita, dan yang terpenting adalah cara
pandang kita sebagai wakil rakyat.

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
ini?

Jawab :

Kinergitas DPRD itu dia berkembang berdasarkan situasi dan kondisi
politik, suhu politik dan setuasi kondisional dalam lingkup pemerintahan
termasuk didalamnya ada dukungan administrast dari Sckwan sebagati
kepala kantor di DPRD itu harus jujur kita mengatakan bahwa akibat
ketatnya regulasi yang terjadi sehingga mengakibatkan terkadang proses
pengelolaan keuangan itu mengalami keterlambatan-keterlambatan yang
ikut mempengaruhi kinergitas DPRD namun demikian optimalisast dan
tugas DPRD 1tu terus kita lakukan. kerja sama dengan saudara wali kota
kita binakembangkan karena kewenangan dalam rangka memutuskan
penanganan keuangan DPRD secara cepat dan proposional itu hanya ada
di pemerintah daerah bukan kompetensi dari pada pimpinan DPRD.
pimpinan DPRD hanya dalam konteks koordinatil’ tetapt pengambilan
Keputusan berkaitan dengan penanganan keuangan ini secara  atau
pengelolaan kecuangan secara proporsional berdasarkan ketentuan 1t
berada pada peran dari pada seckwan dan bendahara sehingga demikian
kalau andai kata proses pertanggung jwaban itu terlambat va, ikut juga
mengambat kegiatan DPRD secara gradual.

INFORMAN
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Nomor 02
Nama : EF.B
Pekerjaan /Jabatan  : Wakil Ketua DPRD

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Menurut saya. sclama ini yang terjadi dalam DPRD, masing-masing kita
mempunyal mempunyai tugas dan tupoksi masing-masing jadi baik itu
pimpinan dengan tupoksinva sendiri. alat kelengkapan dewan semua
dengan tupoksi-tupoksi sendirt jadi mercka sendiri melaksanakan tugas
dan tupoksi sesuai dengan tugas pokok mereka itu sendiri. Semua lembaga
atau semua orang mempunyal target dalam lingkungan kerja masing-
masing, apalagi kita sebagai pimpinan Dewan target kita misalnya agenda
masa sidang yang ditetapkan kita harus bagaimana mencari, membuat
sesuatu untuk target Kita itu bisa berjalan. masa sidang kita, agenda-agenda
Kita bias berjalan dengan baik.

2. Bagaimana langkah-langkah vang ditempuh dalam melaksanakan fungsi
legislasi olch DPRD? Mohon penjelasan!
Jawab :
Dalam melaksanakan fungst legislasi. yang selama imi dijalankan oleh
DPRD, misalnva penctapan Perda. lebih banyak menunggu pihak
cksekutit untuk mengajukan rancangannya, setelah itu kita melakukan
rapat komisi untuk mendengar aspirasi rakyat, sehingga perda yang
ditetapkan betul-betul mewakili kepentingan rakyat.

3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat

respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual?
Mohon penjelasan!

Jawab :

Lembaga ini belum scpenuhnya dikatakan sebagai lembaga yang aspiratif.
Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya aspirasi masyarakat yang
(bukan tidak) tapt belum ditindak lanjuti. Salah satu cara yang biasa kita
tempuh adalah melalui penggunaan skala prioritas, artinya mana aspirasi
yang harus segera kita tindak lanjuti dan mana yang harus kita tunda untuk
dijadwalkan di tahun-tahun berikutnya. Kendala utama dengan cara ini
adalah penetapan mana yang menjadi skala prioritas tersebut, ketika ada
aspirasi yang belum ditindak lanjuti dan nanti ditindaklanjuti tahun depan
akan berbenturan dengan aspirasi yang datang pada tahun tersebut,
sehingga ini menjadi sulit untuk menentukan skala prioritas lagi untuk
tahun tersebut, apakah yang diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau
yang baru di tahun ini (hal ini menyebabkan dewan di mata masyarakat,
gubernur, bupati, dianggap melakukan kebohongan publik).
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4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-
peraturan daerah? Mohon penjelasan!

Jawab :

Kalau fungsi pengawasan oleh DPRD Kota Tual dilaksanakan komisi-
komisi sesual dengan tupoksinya masing-masing. Demikian pula halnya
dengan pengawasan terhadap APBD, sebelum ditetapkan menjadi APBD,
rencana kerja pada tiap SKPD dibahas terlebih dahulu melalut beberapa
tahapan. Kemudian pada tengah tahun dilakukan monitoring melalui
laporan prognosis dan reses anggota DPRD untuk mengetahui bagaimana
perkembangan kegiatan dan penyerapan anggaran pihak eksekutif. Pada
akhir tahun dilakukan evaluasi APBD.

N

Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
ini? Mohon penjelasan!

Jawab -

Menurut saya capaian kinerja harus sesual dengan tugas pokok kita
masing-masing, dengan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat
dan mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan
yvang terjadi di masyarakat.

6. Menurut Bapak/lbu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
DPRD Kota Tual?

Jawab :

Kita sebagar anggota DPRD berasal dari latar belakang pendidikan,
pengalaman kerja serta umur yang berbeda-beda. sehingga hal itu bisa saja
mempengaruhi kinerja kita masing-masing

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
ini?

Jawab :

Faktor yang paling utama dan tidak menjadi rahasia umum lagi yaitu
kinerja dari sekretariat DPRD kota tual yang tidak mampu, mohon maaf
saya bilang tidak mampu karena ini kenyataan sudah 3 tahun kita berjalan
ini bukan hanya seakan-akan kita menuding orang tanpa punya bukti atau
lain sebagainya, tapi 3 tahun kita berjalan kita tetap bertahan dengan ton-
ton (irama) lama saja seperti begitu jadi misalnya kinerja dar sekretariat
dewan yang bagus, yang optimal, pencapaian target agenda-agenda kita
dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan seoptimal mungkin, jadi ..
yang menjadi penyebab turunnya kinerja DPRD itu tergantung dalam
kinerja sekretariat DPRD yang diperbantukan untuk membantu DPRD
Kota Tual.

INFORMAN
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Nomor 203
Nama : LM
Pekerjaan /Jabatan  : Ketua Komisi C

1. Apakah ada target kincrja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Ya ada, yang jelasnya bahwa pedoman itu tetap ada. untuk komisi C yang
menjadi  ruang lingkup tupoksinya yaitu bidang keuangan dan

pembangunan.

2. Bagammana langkah-langkah vang ditempuh dalam melaksanakan tungsi
legislasi olch DPRD? Mohon penjelasan!
Jawab :
Pertama-tama kita mendengar aspirasi masyarakat, yang biasanya
disampaikan dalam  dengar pendapat  dengan tokoh masyarakat.
menyalurkannya dan  bagaimana menindaklanjuti  dalam  keputusan-
keputusan politik.

3. Bagaimana pelaksanaan fungst anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat

respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual?
Mohon penjelasan'’

Jawab :

Penetapan mana yang menjadi skala prioritas tersebut, ketika ada aspirasi
yang belum ditindak lanjut dan nanti ditindaklanjuti tahun depan akan
berbenturan dengan aspirasi yang datang pada tahun tersebut, sehingga ini
menjadi sulit untuk menentukan skala prioritas lagi untuk tahun tersebut,
apakah yang diaspirasikan pada tahun sebelumnya atau yang baru di tahun
ni.

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-
peraturan daerah? Mohon penjelasan!

Jawab :

Khusus untuk Badan Keuangan atau SKPD yang merupakan mitra kerja
kami, yang pertama itu kami secara rutin meminta mereka untuk
melakukan pelaporan secara triwulan terhadap realisasi anggaran, yang
kedua kami akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran itu
apakah dari seluruh SKPD yang ada sudah terlaksana atau mencapai sesuai
dengan sasaran dari pada APBD itu sendiri, kalau dibidang Pembangunan
atau pekerjaan umum kami tetap akan evaluasi proses-proses tender
terhadap setiap kegiatan, apakah tender itu telah dilaksanakan berdasarkan
kepres terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataukah pelaksanaan
tender itu merupakan formalitas semata, dan yang ketiga khusus terhadap
proses tender itu apakah perusahaan yang mengikuti tender itu pemilik
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perusahaan itu ataukah perusahaan yang merupakan pinjam pakai dari
pada peserta tender itu sendiri.

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja itu sendiri maka harus ada
laporan yang merupakan data reel bagi kami sebagai pedoman untuk dapat
mengevaluasi laporan itu sendirl. pada saat awal berada pada komisi A
target kami dalam rangka melaksanakan proses pemilihan kepala desa
dengan program atau target pertama yaitu melaksanakan pemilihan BPD
itu dan kedua adalah terpilihnya kepala desa definitive dan sasaran kami
itu terlaksana hanya ada kendala-kendala untuk beberapa desa itu pada
komisi A, tapi komisi C sebagai tahun awal bulan dari pada kani sebagai
Ketua komist C maka persoalan itu belum terlaksana. baru merupakan
langkah awal dar pelaksanaan tugas di komisi C

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
DPRD Kota Tual?

Jawab :

Banyak hal yang bisa mempengaruhi kinerja lembaga ini, antara lain
disiplin. kualitas anggota dan anggaran untuk mendukung kelancaran kerja
lembaga.

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnyva menjadi penyebab naik

turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
ini?

Jawab :

Penyebab utama 1tu adalah dari sisi realisasi anggaran atau dana yang
disediakan untuk DPRD lewat sekretariat itu sering terkendala dari sisi
pelaporan keuangan yang dilakukkan oleh sckretariat DPRD sehingga
mengakibatkan pencairan dana untuk anggaran pada DPRD juga
mengalami kendala itu yang menyebabkan schingga beberapa tugas
kinerja DPRD terhambat akibat proses pencairan dana melalui pemerintah
daerah atau melalui pengelolaan keuangan daerah sehingga agenda-agenda
itu sering tertunda.

INFORMAN
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Nomor : 04
Nama : PR
Pekerjaan /Jabatan  : Ketua Komisi A

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

Memang tentu terkait dengan tugas-tugas pokok komisi-komisi di DPRD
itu ada, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undang yang berlaku,
dan juga terkait dengan tata tertib DPRD Kota Tual. Pedoman tersebut
adalah dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk lisan yang adanya
dalam bentuk arahan-arahan yang disampaikan oleh pimpinan DPRD
kepada semua alat kelengkapan DPRD

[\

Bagaimana bentuk kinerja vang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

lingkup tugas saya selaku ketua komisi A itu tentu ketua komisi A
membidangi hukum dan pemerintahan. komist A itu membidangi hukum
dan pemerintahan dan olch karena itu berbagai persoalan-persoalan yang
terkait dengan tugas komist A baik menyangkut persoalan-persoalan
hukum maupun terkait dengan persoalan-persoalan pemerintahan yang
sesual  dengan  penugasan-penugasan  atau  disposisi-disposisi  yang
diberikan oleh pimpinan DPRD kepada kami tentu ini adalah merupakan
tugas dan tanggung jawab kami walaupun dengan berbagai kekurangan-
kekurangan dan kelemahan yang kami miliki tetapt kami tetap maksimal
dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang disampaikan.

J

3. Menurut Bapak/lbu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
ini?

Jawab :

terkait dengan dukungan kinerja dari anggota DPRD ini tentu bermuara
pada sekretariat DPRD. karena terkait dengan tugas-tugas DPRD ini tentu
pembiayaan-pembiayaan yang merupakan Kewenangan dari pada
sekretariat DPRD disamping itu juga ada pegawai-pegawai secretariat
yang ditugaskan di komisi ini juga tetap menjadi yang memberikan
dukungan yang baik kepada kami tetapi persoalan yang kami hadapi
selama ini akhir-akhir ini itu di DPRD Kota Tual ini tentu kami
mengalami kesulitan, kesulitan yang kami hadapi itu terkait dengan
persoalan-persoalan pembiayaan dan juga kapasitas dari pada secretariat
DPRD tidak memberikan dukungan yang baik kepada kami dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas di DPRD.

INFORMAN

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/42074.pdf
106

Nomor - 05
Nama - JR
Pekerjaan /Jabatan  : Ketua Komisi B

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

dalam lingkup DPRD kota tual memang terdapat fungst dan tugas pokok-
pokok yang telah diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Tual, yang
menjadi rung lingkup tugas pokok kami ialah kebetulan sebagai ketua
komisi B membidangi beberapa mitra kerja dari pemerintahan kota tual
vaitu beberapa SKPD diantaranya Dinas perikanan., Dinas Pendidikan
Nasional dan olah raga serta Dinas kesehatan pada intinva dinas
kesejahteraan masyarakat

2. Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi
legislasi olch DPRD? Mohon penjelasan’
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat

respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota Tual?
Mohon penjelasan!

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD  terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan pelaksanaan peraturan-
peraturan daerah? Mohon penjelasan!

5. Bagaimana bentuk kinerja vang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
in1? Mohon penjelasan!

Jawab :

target kinerja di lhingkungan kami sendiri selaku komisi B yang lebih dari
pada 1tu sebagaimana wakil rakyat sudah pasti memiliki target dimana
target itu sendiri bagaimana dapat menyampaikan aspirasi masyarakat atau
rakyat yang kami wakili dengan mendorong lingkungan kerja yang
bermitra dengan beberapa SKPD di maksud untuk meningkatkan kinerja
mercka sendiri. target kinerja itu adalah sendiri mendorong SKPD-SKPD
bersangkutan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam mendorong
pemerintahan baik dari sisi pelayanan kemasyarakatan dan turut
mendukungnya visi dan misi dart pada pemerintahan kota dalam hal ini
wali kota dan wakil wali kota.

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhit kinerja
DPRD Kota Tual?

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
ini?

Jawab :
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turunnya kinerja disebabkan juga oleh tidak efektifnya koordinasi yang
dilakukan oleh sekretaris DPRD dalam melakukan koordinasi terhadap
bagian-bagiannya atau stafnya sehingga itu dapat menyebabkan turunn ya
kinerja DPRD pada akhir-akhir tahun ini, itu sebagaimana disampaikan
kuncinya adalah tidak terlaksananya koordinasi yang baik oleh sekwan
selaku pimpinan SKPD dalam sekretariat DPRD dalam menjalankan satu
buah tugas yaitu khususnya koordinasi kurang berjalan sehingga terkesan
bahwa bagian-bagian maupun staf dalam lingkup secretariat DPRD kota
tual tidak bekerja secara optimal dan itu menycbabkan kinerja DPRD
menurun pada akhir-akhir tahun ini

INFORMAN
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Nomor : 06
Nama : MR
Pekerjaan /Jabatan  : Ketua Badan Legeslasi

. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan’

Jawab :

DPRD dalam melaksanakan tugas scbagal lembaga legeslatit memiliki
pedoman untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu. Dalam bentuk
tertulis, pertama tatib, kedua agenda-agenda yang ditetapkan dalam
paripurna untuk dilakukan oleh setiap masa siding yang berlaku dalam |
tahun siding berkenaan

2. Bagaimana langkah-langkah vang ditempuh dalam melaksanakan fungsi
legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!
3. Bagaimana pelaksanaan fungsi anggaran olech DPRD? Bagaimana tingkat

respon DPRD terhadap kcbutuban dacrah dan masyarakat Kota Tual?
Mohon penjelasan!

Jawab :

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan  oleh DPRD  terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-
o0 -
peraturan daerah”? Mohon penjelasan!

Jawab :

saat in1 ada ranperda-ranperda, seperti ranperda PDAM, ranperda Sasi,
ranperda lain-lain yang merupakan kepentingan mendesak didaerah ini
memang di dalam periode paruh pertama masa sidang pertama ini memang
harus menjadi target kinerja harus diselesaikan, selain perda-perda lain
yang mungkin akan menyusul kemudian berdasarkan kebutuhan daerah
ini.  wujud kinerja adalah bagaimana berbagai intervensi kepentingan
masyarakat melalui reses, melalui aspirasi yang dihimpun itu bias dapat
diwujudkan dalam program kerja pembagunan pemerintah kota tual itu
sendiri yaitu APBD kota tual.

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
in1? Mohon penjelasan!

Jawab :

jadi kalau kita bicara target kinerja memang jelas ada, karena kita bicara
target kinerja berselaras dengan anggaran berbasis kinerja, kalau berbicara
anggaran berbasis kinerja maka target jelas, input, output, outcome sudah
jelas disitu, kalau dokumen-dokumen seperti RKA, DIPA itu
menggambarkan target kinerja dilingkungan kita
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6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
DPRD Kota Tual?

Jawab ;

sumber-sumber daya manusia, sumber daya manusia DPRD itu sendiri
yang perlu juga menjadi faktor-faktor penyebab sehingga turun naik
sebuah kinerja, jadi tidak hanya teman-teman, variabel eksternalnya tetapi
variabel internal juga menentukan yaitu sumber daya manusia DPDR itu
sendiri secara personifikasi.

7. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
ini”?

Jawab -

Khusus DPRD Kota Tual, selama i target kinerja tidak optimal. i harus
saya buka, karena i sebuah realitas, karena kalau kita bicara optimal ada
variable-variabel pendukungnya. antara lain kinerja secretariat DPRD juga
dukungan financial atau pembiayaan. juga dukungan eskalasi politik vang
ada di DPRD sehingga beberapa variable 1tu menjadi pendukung utama.
variabel- variabel itu selama ini memang terasa tidak optimal untuk
mendukung kinerja DPRD tetapt juga kemampuan memenej. bagaimana
kemampuan managerial pimpinan DPRD itu sendirt menjadi sesuatu vang
memegang peranan penting untuk mencapai target kinerja yang harus kita
capai berdasarkan tujuan lembaga int secara komperensif

INFORMAN
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Nomor 2 07
Nama : HR
Pekerjaan /Jabatan  : Wakil Ketua DPRD

1. Apakah ada target kinerja yang telah ditetapkan berkenaan dengan tugas
pokok dan fungsi Bapak/Ibu selaku anggota DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab :

DPRD melaksanakan tugas sebagai lembaga legeslatit memiliki pedoman
untuk melaksanakan masing-masing fungsi itu. Pedoman ataupun petunjuk
pelaksanan tupoksi anggota DPRD dibuat dalam bentuk tertulis maupun
secara lisan. Sesuai dengan Undang-undang juga tertulis seperti itu, ada
juga memang secara lisan saja misalnya di disposisikan dari pimpinan ke
Komist atau alat kelengkapan vang lain itu vang berbentuk tertulis

o

Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan fungsi
legislasi oleh DPRD? Mohon penjelasan!

Jawab ;

ruang lingkup tugas pokok saya scbagai pimpinan adalah mendorong
seluruh agenda yang ditetapkan dalam alat kelengkapan DPRD yang
namanya badan musyawarah schingga agenda-agenda yang ditetapkan itu
nantinya akan di paripurnakan kemudian agenda itu yang menjadi ruang
lingkup tugas kami sebagar pimpinan untuk melaksnakannya sesuai
dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yvang ada

2

3. Bagaimana pelaksanaan fungst anggaran oleh DPRD? Bagaimana tingkat
respon DPRD terhadap kebutuhan daerah dan masyarakat Kota? Mohon
penjelasan!

4. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan peraturan-
peraturan daerah? Mohon penjelasan!

5. Bagaimana bentuk kinerja yang ingin Bapak/Ibu wujudkan dalam lembaga
ini? Mohon penjelasan!

Jawab :

untuk mencapai target kinerja yang optimal menurut saya kita belum
mencapai karena ada agenda yang tidak terlaksanakan itu diakibatkan
factor penunjang dalam pelaksanaan agenda itu yang tidak maksimal
misalnya dukungan dari aparat seperti sekretariat dewan dan sebagainya
itu yang tidak mendorong pimpinan sehingga target capaian kinerja kita
tidak optimal baik agenda yang tidak kita laksanakan sampai masa akhir
tahun siding. Wujud kinerja yang ingin kita capai adalah seluruh program
dan kegiatan kita rencanakan yang kita sepakati bersama itu sebenarnya
sudah kita laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada namun karena
untuk mencapai wujud kinerja yang sebenarnya di DPRD kota tual kita
belum merasakan itu karena beberapa elemen pendukung tadi yang tidak
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mendukung schingga selama DPRD ini ada untuk mencapai wujud kinerja
yang baik yang diharapkan belum terlaksana

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja
DPRD Kota Tual?

Jawab :

Yang pertama selain factor internal ada factor eksternal, yang pertama
factor internal memang kita anggota DPRD ini tidak memiliki
pengetahuan yang sama kita datang dari latar belakang partai yang berbeda
kemudian disiplin ilmu juga yang berbeda

7. Menurut Bapak/Ibu. taktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik
turunnyva kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
int?

Jawuab :

penvebab naik turunnya kinerja DPRD i1tu juga tergantung dari factor
kemampuan masing-masing anggota DPRD kemudian disamping itu
factor cksternal tadi yang saya katakan bahwa tidak ditunjang dengan
dukungan dart secrctariat DPRD yang mendorong seluruh agenda yang
sudah ditetapkan i1tu sehingga kinerja DPRD itu terukur dari situ, nah.. jika
dua-duanya berjalan dengan baik memenuhi kreteria maka kita bisa
mencapat tujuan atau kinerja kita yang kita harapkan

INFORMAN

HR
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Lampiran 3.

REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

TAHUN 2008
Nomor dan Tanggal Perda
No . B8 Tentang
Kota Tual
1. Nomor 01 Tahun 2008 bentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Tanggal 12 November 2008 Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tual
(D.01TLD.1011 |

2. Nomor 02 Tahun 2008
Tanggal 12 November 2008
LD. 02 TLD.1012

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan |

#‘; S — _—
: dan Kelurahan Kota Tual
|

B e ———————
Nomor 03 Tahun 2008 t{  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga |
|

Tanggal 12 November 2008 f Teknis Daerah Kota Tual
LD. 03 TLD.1013

w

i
|
|
s . - — - -
i
!
|
|
i

4, Nomor 04 Tahun 2008 | Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Tanggal 12 November 2008 | Kota Tual
LD. 04 TLD.1014 ‘; i
] —_— — ~— —_
5. Nomor 05 Tahun 2008 Lambing Daerah Kota Tual

Tangga! 12 November 2008 |
LD. 05 TLD.1015

REGISTER PERATURAN DAERAH LOTA KOTA

TAHUN 2009
Nomor dan Tanggal Perda |
No. Kota Tugagl R Tentan*g‘—ﬁ—‘—g
1. Nomor 02.1 Tahun 2009 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD})
Tanggal 08 Januari 2009 Kota Tual
LD. 06 TLD.2016 L _—
2. Nomor 03 Tahun 2009 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tual
Tanggal 04 Januari 2009
LD. 07 TLD.2017
3. Nomor 04 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tangga!l 03 Oktober 2009 Kota Tual
LD. 08 TLD.2018
4. Nomor 05 Tahun 2009 Perubahan APBD 2009
Tangga! 23 November 2009
LD. 09 TLD.2019
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REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

TAHUN 2010

Nomor dan Tanggal Perda
Kota Tual

1. Nomor 01 Tahun 2010

Tanggal 21 Januari 2010

LD. 10 TLD.3020

No.

Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)]
Kota Tual

2. Nomaor 02 Tahun 2010
Tanggal 22 Mei 2010
| LD. 11 TLD.3021

3. Nomor 03 Tahun 2010
Tanggal 20 Mei 2010
LD. 12 TLD.3022

4. Nomor 04 Tahun 2010
| Tanggal 20 Mei 2010

| | LD. 13 TLD.3023

Hari Jadi Kota Tual

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelak;ana

Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Tual {

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Rt Kota
Tual

i
|
'
i

5. Nomor 05 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kota f
Tanggal 20 Mei 2010 Tual di Hotel Maluku Jakarta i
| | LD.14 TLD.3024 I
[ 6. Nomor 06 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
] | Tanggal 20 Mei 2010 Penanggutangan Bencana Daerah Kota Tual
| LD.15 TLD.3025 ] S
7. Nomor 07 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan f
f Tanggal 20 Mei 2010 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual ‘
| ] LD.16 TLD.3026 o S ) o
8. | Nomor 08 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial “
’ Tanggal 20 Mei 2010 dan Tenaga Kerja Kota Tual
| LD. 17 TLD.3027 B - ] -
9. | Nomor Q9 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 4"
[ | Tanggal 20 Mei 2010 Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual ;
L LD.18 TLD.3028 S o
10. | Nomor 10 Tahun 2010 Pajak Hotel |
Tanggal 06 November 2010 {
LD. 19 TLD.3029 7 R
11. | Nomor 11 Tahun 2010 Pajak Parkir |
Tanggal 06 November 2010
LD. 20 TLD.3030
12. Nomor 12 Tahun 2010 Pajak Penerangan Jjalan
Tanggal 06 November 2010
LD. 21 TLD.3031 ]
13. Nomor 13 Tahun 2010 Pajak Reklame
Tanggal 06 November 2010
LD. 22 TLD.3032
14. Nomor 14 Tahun 2010 Pajak Restoran
Tanggal 06 November 2010
LD. 23 TLD.3033
15. Nomor 15 Tahun 2010 Pajak Hiburan
Tanggal 06 November 2010
LD. 24 TLD.3034 |
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No . Nomor dan Tanggal Perda Tentang
Kota Tual

16. Nomor 16 Tahun 2010 Perubahan APBD Kota Tual
Tanggal 25 November 2010
LD. 25 TLD.3035

17. Nomor 17 Tahun 2010 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Tanggal 25 November 2010 Anggaran 2009

L LD. 26 TLD.3036

REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TUAL

No .
~ Kota Tual

1. Nomor 01 Tahun 2011
Tanggal 21 Januari 2011

LD. 11 TLD.4037

TAHUN 2011

o | NomordanTanggalPerda | -

| Tentang 1
|

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Tual

2. | Nomor 02 Tahun 2011
Tanggal 31 Januari 2011

LD. 28 TLD.4038

3. Nomor 03 Tahun 2011
Tanggal 09 September 2011
T

LD. 29 TLD.4039 B
Nomor 04 Tahun 2011
Tanggal 09 September 2011
| LD. 30 TLD.4040

5. Nomor 05 Tahun 2011
Tanggal 09 September 2011
| LD.31 TLD.4041 o
6. Nomor 06 Tahun 2011
Tanggal 09 September 2011
LD. 32 TLD.4042
7. Nomor 07 Tahun 2011
Tanggal 09 September 2011
LD. 33 TLD.4043
8. Nomor 08 Tahun 2011

Tanggal 09 September 2011
LD. 34 TLD.4044

R

a4 1

—_—

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

i
}
|
|
-
=
|
|
?
& ~ Retribusi Izin Usaha Perikanan
i

Retribusﬁ_e-lewanan Tera / Tera Ulang

\
!
|

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk & Akta Catatan Sipil Kota Tual
| J
! !

Retribusi Izin Trayek

!
i

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

I

9. Nomor 09 Tahun 2011
Tanggal 09 September 2011
LD. 35 TLD.4045

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Ketahanan Pangan Kota Tual

Tanggal 01 Desember 2011
LD. 38 TLD.4048

10. Nomor 10 Tahun 2011 Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Lingkup
Tanggal 09 September 2011 Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual
LD. 36 TLD.4046

11. Nomor 11 Tahun 2011 Pertanggungjawaban APBD Tahung Anggaran 2010
Tanggal 01 Desember 2011
LD. 37 TLD.4047

12. Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan APBD Tahung Anggaran 2011
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Nomor dan Tanggal Perda

No.
° Kota Tual

Tentang

13. Nomor 13 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011

LD. 39 TLD.4049

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tual pada
Perseroan Terbatan Bank Pembangunan Maluku
Cabang Tual

14. Nomor 14 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011

LD. 40 TLD.4050

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Nomor 15 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011
LD. 41 TLD.4051

Nomor 16 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011
LD. 42 TLD.4052

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Nomor 17 Tahun 2011

Tanggal 31 Desember 2011

LD. 43 TLD.4053

Nemor 18 Tahun 2011

Tanggal 31 Desember 2011

LD 44 TLD.4054

Nomor 19 Tahun 2011

Tanggal 31 Desember 2011
. LD. 45 TLD.4055

+,

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan !

z
|
|

Retribusi Terminal

I

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

20. Nomor 20 Tahun 2011

f Tanggal 31 Desember 2011

| LD. 46 TLD.4056

Retribusi 1zin Tempat Penjuatan Minuman Beralkohol

|
1
—
|
\
I
i

-

21 Nomor 21 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011

| LD. 47 TLD.4057

Retribusi izin Gangguan

22, ["Nomor 22 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011
LD. 48 TLD.4058

Nomor 23 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011
LD. 49 TLD.4059

Nomor 24 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011
LD. 50 TLD.4060

23.

24.

Retribusi Parkir di TepiJalan Umum

Retribusi Penyeberangan di Air

Pajak Minera!l Bukan Logam dan Batuan

2S. Nomor 25 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011

LD. 51 TLD.4061

Pajak Air Tanah

26. Nomor 26 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011

LD. 52 TLD.4062

Pembentukan Kecamatan Kur Selatan

27. Nomor 27 Tahun 2011
Tanggal 31 Desember 2011

LD. 53 TLD.4063

APBD Tahun Anggaran 2012
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Anggota Keluarga
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Lampiran 4.

BIODATA PENULIS

Abas Ames Hanubun / 017106479
Tual, 1 Juni 1969
Laki-laki
Islam
Istri - Eva Aritah. SE.
Anak - Aisyah Az Zahra
- Jenina Khairunnisa
- Ibnu Abbas hanubun
JI. Raya Fiditan Baru RT 01 RW 01 No. 5 Kota
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- SD Muhammadiyah 18 Kalibaru Cilincing Tg.
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- Perguruan Tinggi © Universitas Pattimura
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HASIL WAWANCARA
KINERJA DPR KOTA TUAL

WAKIL KETUA DPRD Ny. EVA FRANSINA BALUBUN :

Pa Abas :

Ibu Eva

Pa Abas

Ibu Eva

Pa Abas

Ibu eva

Pa Abas

Ibu Eva -

Ibu Eva Balubun Wakil Ketua DPRD Kota Tual ada beberapa pertanyaan
terkait dengan penulisan tesis kami, mungkin mohon menjawab beberapa
pertanyaan, Pertanyaan pertama menurut ibu, apakah terdapat pedoman
pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?

. iya makasih atas pertanyaannya, ini lebih khusus tentang fungsi dan tugas

pokok dalam DPRD, iya, pa abas ya? Kalau menurut saya dan memang
selama ini terjadi dalam DPRD ini masing-masing kita pada masing-masing
dengan mempunyai tugas dan tupoksi masing-masing jadi baik itu pimpinan
dengan tupoksinya sendiri, alat kelengkapan dewan semua dengan tupoksi-
tupoksi sendiri jadi mereka sendiri melaksanakan tugas dan tupoksi sesuai
dengan tugas pokok mereka itu sendiri

: Pertanyaan kedua jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk

tertulis atau sekedar pedoman lisan?

: kalau mau dibilang pedoman tertulis dan tidak tertulis atau lisan juga ada,

kan yang menjadi payung hukum kita adalah tata tertib kita, tata tertib yang
menjadi panduan menjadi payung hukum kita itu yang menjadi acuan untuk
kita baik itu pimpinan maupun komisi dan alat kelengkapan dewan pada
DPRD tetap mengacu pada tata tertib kita.

. baik ibu, pertanyaan yang berikut adalah Selama ini apakah yang menjadi

ruang lingkup tugas pokok ibu?

. yang menjadi ruang lingkup tugas pokok saya yaitu mengatur dan misainya

membuat undangan, bagaimana kelancaran tugas pokok DPRD bisa
berjalan dan misalnya buat undangan lalu memimpin sidang dan kemudian
mungkin kita bisa koordinasi hal-hal yang terkait juga dengan kelancaran-
kelancaran DPRD ini dengan Pemerintahan maupun dengan masyarakat.

: Pertanyaan berikut Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja

saudara?

: iya tentu semua lembaga semua orang mempunyai target dalam lingkungan

kerja masing-masing, apalagi kita sebagai pimpinan Dewan target kita
misalnya agenda masa sidang yang ditetapkan kita harus bagaimana
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Ibu Eva
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mencari, membuat sesuatu untuk target kita itu bisa berjalan, masa sidang
kita, agenda-agenda kita bias berjalan dengan baik.

: Pertanyaan yang berikut adalah Target kinerja seperti apa yang ada di

bidang tugas saudara?

. lya, tadi yang saya bilang itu misalnya agenda masa sidang, misainya ada

dalam 1 tahun ada 3 agenda masa sidang, masa sidang pertama agenda-
agendanya apa, targetnya harus masa sidang pertama itu agenda yang
ditetapkan harus berjalan dengan baik, demikian masa sidang kedua dan
masa sidang ketiga.

: Pertanyaan yang benkut adalah Dalam bentuk apa target kinerja tersebut,

apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

. iya kalau target ada berbentuk tertulis dan ada juga berbentuk lisan.
: Pertanyaan berikut adalah Apakah saudara pernah mencapai target kinerja

yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

. iya, ini lebih khusus dengan apa bidang tugas pokok ya di DPRD?

Memang setiap kita mempunyai target dan target kinerja secara optimal
memang ada, tadi pertanyaan Jika pernah kapan saudara mencapai target
tersebut, misalnya kita membuat suatu undangan kita targetnya masa sidang
ini kita berjalan agenda ini, misalnya saya ambil contoh kaya kemarin, masa
sidang ketiga tahun 2012 target kita adalah pembahasan perubahan APBD
2012 dan target selanjutnya itu pembahasan APBD 2013, yaitu tepat waktu
dan kita mampu menyelesaikan itu.

. Pertanyaan berikut adalah Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara

capai di DPRD Kota Tual?

- wujud kinerja misalnya seperta apa, mohon maaf saya mungkin bertanya

sedikit kembali kepada saudara penanya, supaya saya bisa menjawab
dengan baik ?

: Wujud artinya capaian yang secara nyata (realisasi)
: Kalau wujud capaian ini saya berpikir juga ada beberapa yang selalu kita

berjalan dengan baik, misalnya capaian-capaian kita misalnya kaya komisi,
kaya komisi B kemarin kita misalnya turun kalau ada uas ya, kita turun ke
sekolah — sekolah dan capaian itu terjadi dan juga misalnya ada masalah
yang dibawahkan oleh masyarakat kita mampu melaksanakan ya kita
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laksanakan dan salah satu yang paling terdesak misainya ada demo, ada
demo kita langsung menernma dan merespon itu, langsung merespon

Pa Abas : Baik terima kasih, Pertanyaan 2 dari terakhir jadi peratnyaan berikut adalah
Menurut Ibu faktor apa yang sesungguhnya menjadi penyebab naik dan
turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir
ini?

Ibu Eva : ya saya pikir faktor yang paling utama Penyebab segala sesuatu yaitu tidak
menjadi rahasia umum lagi yaitu kinerja dari sekretariat DPRD kota tual yang
tidak mampu, mohon maaf saya bilang tidak mampu karena ini kenyataan
sudah 3 tahun kita berjalan ini bukan hanya seakan-akan kita menuding
orang tanpa punya bukti atau lain sebagainya, tapi 3 tahun kita berjalan kita
tetap bertahan dengan ton-ton (irama) lama saja seperti begitu jadi misainya
kinerja dari sekretanat dewan yang bagus, yang optimal, ya.. kita target
pencapaian target agenda-agenda kita dan lain sebagainya itu dapat
berjalan dengan seoptimal dan kenapa saya katakan demikian karena 20
putra-putri terbaik di DPRD kota tual ini adalah putra-putri yang paling
terbaik di Kota Tual dan saya bersyukur terhadap Tuhan dan leluhur bahwa
memilih putra-putri ini yang terbaik, mempunyai kemampuan, loyalitas,
kemampuan yang sangat tinggi, hanya saja, misalnya kita mempunyai
kemampuan dengan target yang mencapai 100 %, apakah minimal 90%
tetapi tidak ditunjuang dengan secretariat dewan, ya... mohon maaf saja kita
berbicara namun semua itu akan gagal, jadi .. yang menjadi penyebab
turunnya kinerja DPRD itu tergantung dalam kinerja secretariat DPRD yang
diperbantukan untuk membantu DPRD kota tual

Pa Abas : baik ibu, pertanyaan terakhir dari wawancara ini yang terakhir Bagaimana
sistim pengambilan keputusan di Kantor Ibu dan apakah melibatkan semua
unsur atau semua staf?

Ibu Eva : Kalau sistim pengambilan keputusan itu selalu kita demokratis, selalu ada
rapat-rapat tidak pernah pimpinan mengambil keputusan sendiri selalu kita
demokrasi kita rapat bersama-sama untuk mencari mufakat yang kemudian
suara terbanyak itu adalah keputusan itu yang kita jalankan, baik itu juga
dalam rapat-rapat internal maupun rapat-rapat paripurna, yang melibatkan
20 anggota dewan, pimpinan dan anggota dewan sementara unsur
melibatkan unsur staf ini tidak sebagai pengabilan keputusan mereka hanya
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diperbantukan untuk membantu dewan untuk kelancaran tugas-tugas pokok
dewan dari hari dalam masa penode kita pada tahun 2009-2014 ini

Pa Abas : Baik ibu Eva fransina balubun terima kasih atas wawancara singkat kami
dalam rangka memboboti dan menyepurnakan tesis kami pada Universitas
Terbuka, terima kasih.
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KETUA KOMISI C, LUKMAN MATUTU, SH :

Pa Abas

Pa Lukman

Pa Abas

Pa Lukman

Pa Abas

Pa Lukman
Pa Abas

Pa Lukman

: Lukman Matutu, ketua Komisi C DPRD Kota Tual terkait dengan

penyelesaian dan penyempurnaan tesis saya pada Universitas Terbuka
ada beberapa pertanyaan yang kami mendapat penjelasan dari pa
Lukman, yang pertama , menurut bapak, apakah terdapat pedoman
pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing
bagian?

: Ya ada, yang jelasnya bahwa pedoman itu tetap ada dan langsung pada

pertanyaan kedua tertuang dalam bentuk tertulis sebagaimana yang telah
diatur dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Tual

. baik, pertanyaan ke dua, pertanyaan ke dua sudah di jawab sekaligus

dengan pertanyaan pertama maka pertanyaan ketiga adalah selama ini
apakah yang menjadi ruang lingkup tugas pokok bapak?

. itu yang pertama, untuk komisi C itu, yang menjadi ruang lingkup kita yaitu

yang pertama bidang keuangan dan pembangunan yang menjadi tugas
pokok kami selain itu ada juga perhubungan dan lain-lain beberapa SKPD
yang merupakan bidang tugas dari sisi keuangan dan pembangunan

. baik, pertanyaan yang berikut Apakah terdapat target kinerja dilingkungan

kerja saudara?

. ya ada, ada target yang merupakan sasaran kami dari sisi kinerja kerja
. Pertanyaan yang berikut adalah Target kinerja seperti apa yang ada di

bidang tugas saudara?

. kalau khusus untuk Keuangan atau SKPD yang merupakan mitra kerja

kami, yang pertama itu kami secara rutin meminta mereka untuk
melakukan pelaporan secara triwulan terhadap realisasi anggaran, yang
kedua kami akan melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran itu
apakah dari seluruh SKPD yang ada sudah terlaksana atau mencapai
sesuai dengan sasaran dari pada APBD itu sendir, kalau dibidang
Pembangunan atau pekerjaan umum kami tetap akan evaluasi proses-
proses tender terhadap setiap kegiatan tender itu sendiri, apakah tender itu
telah dilaksanakan berdasarkan kepres terkait dengan pengadaan barang
dan jasa ataukah pelaksanaan tender itu merupakan formalitas semata,
dan yang ketiga khusus terhadap proses tender itu apakah perusahaan
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yang mengikuti tender itu adalah perusahaan milik, pemilik perusahaan itu
ataukah perusahaan yang merupakan pinjam pakai dari pada peserta
tender itu sendiri, itu yang merupakan target kami dalam bidang tugas kami
sebagai ketua komisi C.

. baik, pa lukman pertanyaan berikut Dalam bentuk apa target kinerja

tersebut, apakah dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

. yang jelasnya bahwa target kami itu secara tertuiis karena untuk dapat

mempertanggungjawabkan kinerja itu sendiri maka harus ada laporan yang
merupakan data reel bagi kami sebagai pedoman untuk dapat

mengevaluasi laporan itu sendiri

: Pertanyaan berikut Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang

optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

. yang jelasnya bahwa kami pada saat awal berada pada komisi A target

kami dalam rangka melaksanakan proses pemilihan kepala desa dengan
program atau target pertama yaitu melaksanakan pemilihan BPD itu dan
kedua adalah terpilihnya kepala desa definitive dan sasaran kami itu
terlaksana hanya ada kendala-kendala untuk beberapa desa itu pada
komisi A, tapi komisi C sebagai tahun awal bulan dari pada kami sebagai
ketua komisi C maka persoalan itu belum terlaksana, baru merupakan
langkah awal dari pelaksanaan tugas di komisi C

. baik, pertanyaan yang benkut Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara

capai di DPRD Kota Tuai?

: dalam kaitan dengan kinerja yang telah dicapai yang pertama yaitu aktifitas

seluruh kegiatan dewan itu telah kami lakukan terutama menyangkut
tugas-tugas mengikuti bimbingan teknis maupun kegiatan-kegiatan
orentasi yang telah dilakukan oleh lembaga ini sendiri dan terlepas dari
pada itu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam
agenda persidangan itupun juga telah kami laksanakan hanya beberapa
hal yang tidak sempat terlaksana mengingat dari sisi pembiayaan sehingga
mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan program itu sendiri.

: baik pertanyaan yang berikut Menurut Bapak faktor apa yang

sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota
DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?
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Pa Lukman : yang jelasnya bahwa yang menjadi penyebab utama itu adalah dan sisi
realisasi anggaran atau dana yang disediakan untuk DPRD lewat
secretaniat itu sering terkendala darn sisi pelaporan keuangan yang
dilakukkan oleh secretariat DPRD sehingga mengakibatkan pencairan
dana untuk anggaran pada DPRD juga mengalami kendala itu yang
menyebabkan sehingga beberapa tugas kinerja DPRD terhambat akibat
proses pencairan dana melalui pemerintah daerah atau melalui
pengelolaan keuangan daerah sehingga agenda-agenda itu sering
tertunda.

Pa Abas : baik pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di
Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Lukman : yang jelasnya bahwa mekanisme DPRD itu dalam rangka untuk
mengambil suatu keputusan itu adalah dilakukan berdasarkan pedoman
yang ada pada tata tertib, yaitu berdasarkan suara terbanyak jika itu
dilakukan maka itu biasanya sering dilakukan itu adalah meminta pendapat
dari fraksi dan selanjutnya akumulasi fraksi dengan jumlah anggota itu
dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota berpendapat 1 yang
terbanyak itu yang menjadi keputusan oleh pimpinan dewan.

Pa Abas . baik, terima kasih pa lukman matutu, SH, ketua komisi C DPRD Kota Tual.
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: Pa Lukman Halim ketua Fraksi Isiam DPRD Kota Tual, kami ada beberapa

pertanyaan terkait dengan penulisan tesis kami pada Universitas Terbuka
ada kira-kira pertanyaan beberapa pertanyaan yang diminta dijawab atau
penjelasan terkait dengan pertanyaan. Yang pertama menurut Bapak,
apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan
fungsi masing-masing bagian?

. jadi pertanyaan fungsi bagian ini yang kaya bagaimana, kaitanya dengan

apa, bagian apa begitu?

: dalam pelaksanaan kegiatan DPRD Kota Tual terkait dengan bagian

Fraksi.

; jadi terkait dengan kegiatan atau tugas pokok dalam fraksi kami selama ini

yang terjadi ini Cuma perencanaan saja tetapi di dalam pelaksanaan itu
terkendala dengan dana sehingga kegiatan-kegiatan fraksi selam ini Cuma
sebatas perencanaan tapi aplikasi tidak ada karena dana tidak realisasi.

. pertanyaan berikut jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk

tertulis atau sekedar pedoman lisan?

. kalau bicara masalah pedoman kaitannya kegiatan tadi selama inikan

sudah dirancang oleh perencanaan disekretariat DPRD sendiri, Cuma apa
yang tadi disampaikan dari pertanyaan pertama bahwa pedoman ini sudah
ada didalam baik didalam perencanaan maupun dalam tatib itu sendiri tapi
lagi-lagi tidak jalan.

. pertanyaan berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas

pokok bapak?

. jadi, selama 1 periode selesai itu yang kami kerjakan yang utama itu

membantu tugas DPRD dan kedua melaksanakan amanat yang
dibebankan dari partai itu sendiri, kemudian yang utama juga itu setiap
pembahasan misalnya Ranperda ada 1 laporan atau kegiatan yang
namanya kata akhir fraksi atau sanstering itu terjadi setahun bias 2x, 3x,
tergantung dari kebutuhan.

. pertanyaan berikut Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja

saudara

. iya kami mempunyai target
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. pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas

saudara?

. selaku ketua fraksi, target kami yaitu menjaga nama baik dari fraksi itu

sendin kemudian target kita itu menjaga citra partai terutama partai kami
partai keadilan sejahtera, kemudian fraksi kami juga gabungan dari PBB
sehingga apa yang kita kerjakan kita menjaga komunikasi sesama partai
yang gabungan dari pada fraksi PBB itu sendiri.

. Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

. selama ini kita kerja atas target tertulis misainya kita mengikuti tatib yang

tertuang di dalam tatib DPRD itu sendiri kemudian kita berpedoman pada
amanat dari partai itu sendiri.

. pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang

optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

. kalau target yang kita capai selama ini, belum 100% karena scedul atau

jadwal yang kita rancang itu tidak sesuai dengan target kita karena kendala
dana

. Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di

DPRD Kota Tual?

. yang kami target itu, adalah sebagai wakil rakyat itu segala aspirasi yang

kita terima kita usahakan semaksimal mungkin tapi selama ini lagi-lagi
terkendala dengan namanya dana.

pa Lukman, pertanyaan berikut, Menurut Bapak faktor apa yang
sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota
DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

. jadi yang terutama faktor yang menyebabkan naik turunnya kinerja DPRD

yaitu hal yang pertama tugas dan tanggung jawab yang kita emban selama
ini belum optimal, karena regulasi, regulasi yang terjadi selama periode
kami ini, itu yang membuat sehingga mengganggu kinerja DPRD itu
sendiri, yang kedua sistim pengolalaan dana yang tidak sesuai dengan
yang ditetapkan atau dirancang selama ini.

. Pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor

bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?
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Pa Lukman : dari sistim yang kami alami selama ini di kantor, di lembaga wakil rakyat ini
adalah setiap keputusan melibatkan semua terutama 20 anggota DPRD,
tidak pernah kita mengambil keputusan itu pribadi atau personal selama
ini.

Pa Abas : terima kasih, demikian wawancara kami dengan Pa Lukman Halim, ST
ketua Fraksi Islam DPRD Kota Tual.

10
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. baik, Pa Paulus Rahayaan, ketua komisi A DPRD Kota Tual, terkait

dengan penilitian saya pada secretariat DPRD Kota Tual dalam rangka
penyempurnaan pembuatan tesis S2 pada Universitas Terbuka, sya
meminta bantuan kepada ketua komisi A menjawab beberapa pertanyaan,
baik pertanyaan pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman
pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing
bagian?

. baik, terima kasih. Memang tentu terkait dengan tugas-tugas pokok komisi-

komisi di DPRD itu ada, sesuai dengan amanat peraturan perundang-
undang yang berlaku, dan juga terkait dengan tata tertib DPRD Kota Tual.

. pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk

tertulis atau sekedar pedoman lisan?

. Pedoman tersebut adalah dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk

lisan yang adanya dalam bentuk arahan-arahan yang disampaikan oleh
pimpinan DPRD kepada semua alat kelengkapan DPRD

: baik pertanyaan berikut Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup

tugas pokok bapak/ibu?

. baik, yang menjadi ruang lingkup tugas saya selaku ketua komisi A itu

tentu ketua komisi A membidangi hukum dan pemerintahan.

. baik, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja bapak?
: Ya, tentu tugas komisi ini adalah sebuah penugasan, sebuah kepercayaan

yang diberikan oleh teman-teman anggota DPRD pada kita yang
membidangi komisi yang bersangkutan, oleh karena itu, ini merupakan
cita-cita atau harapan visi misi dari pada kami dalam rangka
menyelesaikan akan berbagai tugas-tugas sehubungan dengan tupoksi
kami komisi A

. Pertanyaan yang berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang

tugas saudara?

: target kinerja seperti apa yang telah kami sampaikan tadi bahwa tentu

komisi A itu membidangi hukum dan pemerintahan dan oleh karena itu
berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan tugas komisi A baik
menyangkut persoalan-persoalan hukum maupun terkait dengan
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persoalan-persoalan pemerintahan yang sesuai dengan penugasan-
penugasan atau disposisi-disposisi yang diberikan oleh pimpinan DPRD
kepada kami tentu ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami
walaupun dengan berbagai kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang
kami miliki tetapi kami tetap maksimal dalam menyelesaikan berbagai
tugas-tugas yang disampaikan.

Pa Abas : yang benkut Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah dalam
bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

Pa Poli : bahwa tentu selaku ketua komisi A dan semua teman-teman ini tugas-
tugas terkait dengan tugas komisi A itu sudah terurai secara jelas
pembagian tugas alat-alat kelengkapan dewan itu dan oleh karena itu apa
yang menjadi penugasan kami sesuai dengan arahan, sesuai dengan
disposisi-disposisi surat yang diberikan oleh pimpinan kepada kami yang
terkait dengan tupoksi kami tentu itu menjadi harapan kami untuk berupaya
semaksimal mungkin untuk bisa dapat menyelesaikan sesuai dengan
tanggung jawab kami

Pa Abas . baik Pa, Pertanyaan berikut Apakah saudara pernah mencapai target
kinerja yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target
tersebut?

Pa Poli . kalau terkait dengan target optimal kebutulan karena saya sendiri juga baru
memimpin komisi A baru sekitar 3 bulan oleh karena itu yang terkait
dengan target dalam rangka mencapai ini tentu kami belum sebagaimana
apa yang menjadi pertanyakan disampaikan oleh saudara pa Abas
Hanubun, tetapi tentu ini merupakan sebuah cita-cita kami sehingga
berbagai permasalahan yang terjadi, yang kami tetap lebih optimal dalam
rangka menyelesaikannya

Pa Abas . baik, pertanyaan ke-8, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai
di DPRD Kota Tual?
Pa Poli . yang menjadi wujud kinerja inikan selaku anggota DPRD kami merasa

bahwa ini adalah panggilan tugas pengambdian dan pelayanan terhadap
rakyat, oleh karena itu yang terkait dengan wujud kinerja yang kami capai
adalah bagaimana kami lebih optimal dalam rangka menyelesaikan tugas-
tugas yang terkait dengan fungsi yang ada pada kami dan juga berbagai
penugasan-penugasan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan surat-

12
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surat masuk tapi itu menjadi harapan kami untuk bagaimana kami dapat
menyelesaikan itu dengan penuh tanggungjawab selaku wakil rakyat.

Pa Abas : baik, pertanyaan yang ke-9 Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya
menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual
selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Poli . baik, terima kasih, memang tentu terkait dengan dukungan kinerja dari
anggota DPRD ini tentu bermuara pada secretariat DPRD, karena terkait
dengan tugas-tugas DPRD ini tentu pembiayaan-pembiayaan yang
merupakan kewenangan dari pada secretariat DPRD disamping itu juga
ada pegawai-pegawai secretariat yang ditugaskan di komisi ini juga tetap
menjadi yang memberikan dukungan yang baik kepada kami tetapi
persoalan yang kami hadapi selama ini akhir-akhir ini itu di DPRD Kota
Tual ini tentu kami mengalami kesulitan, kesulitan yang kami hadapi itu
terkait dengan persoalan-persoalan pembiayaan dan juga kapasitas dari
pada secretariat DPRD tidak memberikan dukungan yang baik kepada
kami dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di DPRD.

Pa Abas > baik, ini pertanyaan terakhir Bagaimana sistim pengambilan keputusan di
Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Poli : tentu DPRD dalam rangka pengambilan keputusan, inikan tentu kita tidak
bias mengambil keputusan secara sendiri-sendiri atau secara keputusan
sepihak, segala keputusan yang diambil tentu kita melakukan rapat-rapat
bersama dan dari usul saran pendapat yang berkembang dalam rapat itu
yang akan kita simpulkan menjadi suatu keputusan sehingga tidak ada
keputusan yang diambil secara sendiri-sendiri

Pa Abas : baik, terima kasih pa paulus rahayaan, ketua komisi A DPRD Kota Tual

13
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SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Ny. Hj. MUNA KABALMAY)

Pa Abas : lbu Hj. Muna Kabaimay, Sekretaris DPRD Kota Tualterkait dengan
penyelesaian penulisan tesis S2 pada Universitas Terbuka, yang ditulis
oleh saya, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan
penjelasan dari ibu Sekwan, pertanyaan pertama Apa dan bagaimana
ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD
kota Tual?

lbu Muna : baik, terima kasih pak, bahwa terkait dengan apa yang disampaikan pa
abas selaku mahasiswa pasca sarjana untuk mendapat gelar S2 pada
Universitas Terbuka maka yang menjadi tanggung jawab kami sesuai
dengan pertanyaan ini adalah yang pertama

14
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. lbu Hj Siti Nurbaya Ka Subag Umum dan Rumah Tangga, ada beberapa

hal yang ingin kami dapatkan penjelasan dari ibu terkait dengan
penyelesaian tugas akhir pada program pasca sarjana universitas terbuka,
pertanyaan pertama Apa dan bagaimana ruang lingkup tugas yang
menjadi tanggungjawab anda di kantor DPRD kota Tual?

. pertama tugas saya sebagai kasubag umum dan rumah tangga pada

sekretariat DPRD Kota Tual, yang pertama merencanakan dan
melaksanakan kegiatan tata usaha sekretariat, mengatur mengembalikan
surat-surat masuk dan surat-surat keluar, mengelola dan mendistribusikan
naskah dinas dan bahan penting dalam lingkup sekretariat DPRD Kota
Tual.

. baik, pertanyan berikut Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
. atasan langsung saya adalah secretariat Dewan ibu Hj Kiranda Muna

Kabalmay.

. baik, pertanyaan yang berikut Apakah dalam kegiatan dan tugas

kesehariaan anda merasa puas melaksanakannya?

. saya merasa puas

. Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasaan anda dalam melaksanakan

pekerjaan itu?

. jadi begini bentuk kepuasan saya disini seperti dalam rangka rapat-rapat

atau sidang-sidang pari purna menyangkut pengurusan pengantaran
undangan dan lain-lain saya merasa puas karena disini kami sendiri
sebagai kasubag umum dan rumah tangga juga memiliki kendaraan
dinasuntuk menyelesaikan atau mengantar undangan sampai ke tempat
tujuan terutama kepada Bapak-bapak Dewan dalam rangka pari purna juga
sampai ke tangan bapak-bapak Muspida, SKPD di sekitar Kota Tual,

: baik, terima kasih, pertanyaan yang berikut Apakah anda mengetahui

adanya target kinerja yang harus anda capai sehubungan dengan tugas
anda itu?

: artinya saya juga mengetahui kinerja saya, Cuma bagaimana kita

mengetahui target selama ini, seandainya ada rapat-rapat biasanya kita
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harus konsultasi atau koordinasi dengan pimpinan kita sebagai atasan
langsung, kalau menurut saya dengan atasan langsung berjalan baik
Cuma dengan Kabag kurang lancar selama ini karena kabag selalu fakum
dalam hal ini kadang-kadang juga beliau menyerahkan tugas kepada kami
selaku kasubag, mungkin saya merasa kurang nyaman juga kalau seperti
kita ketemu kabag di sekretariat seperti kabag umum.

. baik, terima kasih, pertanyaan berikut Jika Ya, berapa dan target seperti

apa yang anda ketahui?

. target kinerja yang saya ketahui seperti apa yang saya laksanakan setiap

hari dalam tugas saya, menyangkut kelancaran, perencanaan,
melaksanakan kegiatan tata usaha, pembinaan kepegawaian, organisasi
yang mana selama ini saya laksanakan hanya itulah tergantung dari pada
pegawainya, kehadiran mereka juga selalu saya kasih informasikan bahwa
kita selalu mengikuti rapat-rapat bersama pimpinan skpd di Kota Tual,
selalu ditegaskan tentang kehadiran-kehadiranpegawai di Kantor,

. baik, pertanyaan yang berikut Apakah target tersebut menurut anda

memadai sesuai dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda?

: memadai

. Pertanyaan berikut Selama anda bekerja bagaimana anda mencapai target

pekerjaan yang ada?

. target pekerjaan yang ada seperti penyampaian surat, displin masuk keluar

kantor, kegiatan yang berhubungan dengan urusan dan pemeliharaan
kebersihan, mengatur menyiapkan ruang tempat sidang untuk kepentingan
pimpinan dan anggota DPRD maupun secretariat, pengadaan,
pendistribusian dan penyimpanan peralatan periengkapan.

. baik, pertanyaan berikut Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa

jalan yang anda lakukan?

. kalau tidak tercapai berarti saya tidak sukses, karena saya sendiri yang

selalu disiplin dari masuk keluar kantor, berpakaian seragam yang sopan
dan rapi, jadi kalau tidak tercapai maka saya tidak sukses.

: baik pertanyaan terakhir Menurut anda, factor apa yang menjadi kendala

bila terjadi target kinerja pekerjaan saudara tidak tercapai?

. yang menjadi kendala dalam mencapai target kinerja adalah

1. Tingkat kehadiran pegawai
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2. mengjemen
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KETUA BADAN LEGESLASI (M. RUMTHE)

: M. Rumthe, ketua badan legeslasi DPRD Kota Tual terkait dengan tulisan

tesis pada universitas terbuka, kb utulan lokasi penelitian saya di DPRD
Kota Tual, ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan untuk
mendapat penjelasan dari bapak, yang pertama menurut Bapak, apakah
terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi
masing-masing bagian?

. kalau bicara pedoman maka ada, jadi DPRD melaksanakan tugas sebagai

lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing
fungsi itu

: Pertanyaan yang kedua, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam

bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?

. tertulis, pertama tatib, kedua agenda-agenda yang ditetapkan dalam

paripurna untuk dilakukan oleh setiap masa siding yang berlaku dalam 1
tahun siding berkenaan

. baik, terima kasih. Pertanyaan yang ke-3 Selama ini apakah yang menjadi

ruang lingkup tugas pokok bapak?

. jadi di DPRD ini 5 tahun, jadi ruang lingkup kerja saya dibagi dalam alat

kelengkapan Dewan, jadi pertama saya di Komisi B berarti berhubungan
dengan mitra-mitra pesemakmuran di kota Tual, dinas-dinas yang
berhubungan dengan itu, kalau saat ini masa paruh kedua saya di komisi C
berarti berhubungan soal keuangan dan pembangunan di daerah kota
tualitu ruang lingkup saya, juga soal Legeslasi, selaku ketua Badan
Legeslasi maka memiliki ruang lingkup -kerja yaitu soal bagaimana
menghasilkan Perda-perda yang ada di kota tual baik itu perda inisiatif
maupun perda-perda usulan dari pemerintah kota tual, lalu bagaimana
mengakomodir aspirasi rayat berdasarkan tupoksi yang adaselaku wakil
rakyat kota tual untuk diintervensi masuk dalam kepentingan besar
pembangunan kota tual yaitu APBD.

: Pertanyaan yang berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja

saudara?
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. jadi kalau kita bicara target kinerja memang jelas ada, karena kita bicara

target kinerja berselaras dengan anggaran berbasis kinerja, kalau
berbicara anggaran berbasis kinerja maka target jelas, input, output,
outcome sudah jelas disitu, kalau dokumen-dokumen seperti RKA, DIPA
itu menggambarkan target kinerja dilingkungan kita.

. Pertanyaan ke-5, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas

saudara?

. saat ini ada ranperda-ranperda, seperti ranperda PDAM, ranperda Sasi,

ranperda lain-lain yang merupakan kepentingan mendesak didaerah ini
memang di dalam periode paruh pertama masa sidang pertama ini
memang harus menjadi target kinerja harus diselesaikan, selain perda-
perda lain yang mungkin akan menyusul kemudian berdasarkan kebutuhan
daerah ini.

. Pertanyaan yang berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

. target kinerja itu tertulis, jadi selain ada diagenda masa sidang pertama ini

kan ada pembahasan perda-perda, itu menjadi indikator kita untuk
melakukan tugas proses ranperda-ranperda itu menjadi perda melalui
mekanisme DPRD.

. Pertanyaan yang ke-7, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja

yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

- Khusus DPRD Kota Tual, selama ini target kinerja tidak optimal, ini harus

saya buka, karena ini sebuah realitas, karena kalau kita bicara optimal ada
variable-variabel pendukungnya, antara lain kinerja secretariat DPRD juga
dukungan financial atau pembiayaan, juga dukungan eskalasi politik yang
ada di DPRD sehingga beberapa variable itu menjadi pendukung utama,
variabel- variabel itu selama ini memang terasa tidak optimal untuk
mendukung kinerja DPRD tetapi juga kemampuan memenej, bagaimana
kemampuan managerial pimpinan DPRD itu sendiri menjadi sesuatu yang
memegang peranan penting untuk mencapai target kinerja yang harus kita
capai berdasarkan tujuan lembaga ini secara komperensif.

: Pertanyaan yang berikut, Apa sebenamya wujud kinerja yang saudara

capai di DPRD Kota Tual?
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Pa Rumthe : kalau bicara keterpanggilan menjadi wakil rakyat, maka wujud kinerja
adalah bagaimana berbagai intervensi kepentingan masyarakat melalui
reses, melfalui aspirasi yang dihimpun itu bias dapat diwujudkan dalam
program kerja pembagunan pemenntah kota tual itu sendiri yaitu APBD
kota tual.

Pa Abas  : pertanyaan ke-9, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi
penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama
beberapa tahun terakhir ini?

Pa Rumthe : jadi sudah saya sebutkan tadi yang pertama, teman-teman yang
mendukung kita itu seperti secretanat dewan, tetapi yang benku juga
sumber-sumber daya manusia, sumber daya manusia DPRD itu sendiri
yang periu juga menjadi faktor-faktor penyebab sehingga turun naik
sebuah kinerja, jadi tidak hanya teman-teman, variabel eksternainya tetapi
variabel internal juga menentukan yaitu sumber daya manusia DPDR itu
sendiri secara personifikasi.

Pa Abas : pertanyaan yang terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di
Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

- Pa Rumthe : jadi keputusan itu, dikatakan keputusan apabila diputuskan di Pan purna,
maka untuk sampai ke pan purna maka ada mekanisme tahapan-tahapan
sampai ke situ, misalnya permasalahan komisi,komisi membahas di komisi
dulu setelah itu komisi mengusulkan kepada pimpinan untuk diteruskan
kepada pari purna sehingga ada keputusan tentang itu, jadi
pembahasannya ada pada alat-alat kelengkapan dewan, misalnya APBD,
mengambil keputusan maka Badan Anggaran, Pemerintah Kota Tual
membahas bersama Tim/Badan anggaran DPRD dalam proses itu terus
diminta mekanisme berikutnya meminta persetujuan di panpurna sebagai
forum tertinggi untuk memutuskan sebuah keputusan yang ada di DPRD.

20
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: Pa Abet Tetlageni ketua Fraksi Demokrasi kebangsaan Indonesia DPRD

Kota Tual, dalam rangka perbaikan penulisan tesis S2 saya pada
universitas terbuka, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami
dapatkanmasukan-masukan, yang pertama menurut Bapak, apakah
terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi
masing-masing bagian?

. selaku ketua fraksi demokrasi kebangsaan Indonesia DPRD itu ada 3

tugas pokok, pertama bersama pemerintah kota tual membuat APBD,
kedua bersama juga pemerintah kota tual membuat perda (peraturan
daerah) yang merupakan rancangan yang dibawahkan ke paripurna untuk
disahkan atau ditetapkan, yang ketiga adalah fungsi pengawasan, adalah
bagian yang paling penting, yang melekat pada semua anggota DPRD
yang lebih khusus lagi ketua fraksi, dimana DPRD mempunyai fungsi
pengawasan terhadap kinerja pemerintah kota tual dalam hal
kesejahteraan masyarakat

. pertanyaan ke-2 jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk

tertulis atau sekedar pedoman lisan?

. kalau pedoman tertulis dan lisan, itu bagi saya sah-sah saja tinggal nanti

dimasukan dalam tertulis sehingga menjadi catatan untuk penunjang tugas
dan tanggung jawab, (error) rekan saya untuk memperbaiki mata kuliah
tersebut

. pertanyaan ke-3, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas

pokok bapak?

: yang menjadi tugas pokok anggota DPRD kota tual itu yang pertama harus

hadir dalam DPRD, yang kedua semua surat-surat masuk dari masyarakat
baik itu lewat komisi maupun alat kelengkapan dewan yang lain itu periu
dibahas dan akan diselesaikan dalam waktu yang dekat sehingga dapat
menjawab apa yang diinginkan masyarakat

: pertanyaan berikut atau pertanyaan ke-4, Apakah terdapat target kinerja

dilingkungan kerja saudara?
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. target kinerja itu adalah pertama DPRD mempunyai kewajiban untuk harus

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah kota tual
dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat baik merupakan program
ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan bersama DPRD kota
tual.

: Pertanyaan ke-5, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas

saudara?

. target saya selaku DPRD selaku ketua fraksi biasanya juga ada target-

target yang terdiri dari rapat-rapat fraksi membahas tentang hal-hal terkait
dengan kepentingan masyarakat juga ada target-target seperti DPRD
harus melakukan reses dan pengawasan yang turun langsung kepada
masyarakat sehingga mengetahui bagaimana keinginan masyarakat demi
untuk kesejahteraan

. petanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

- Errrrrrrooor

: Nomor 7, Apakah saudara pemah mencapai target kinerja yang optimal?

Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

. target-target yang pernah saya alami selaku anggota DPRD dan ketua

Fraksi pertama, di dalam fraksi itu sendiri ada terjadi perbedaan-perbedaan
politik karena faksi demokrasi kebangsaan Indonesia adalah terdiri dari
partai politik, saya sendiri dari PDI perjuangan dan tidak mencapai fraksi
utuh sehingga ada 5 partai pilitik yang tergabung kemudian kinerja kita itu
mendistribusi anggota-anggota fraksi di dalam tugas-tugas konkrit seperti
pembentukan pansus-pansus, baik terhadap pansus raskin, BBM dan
maupun pansus jalan raya yang pernah disampaikan masyarakat kota tual

: Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di

DPRD Kota Tual?

: wujud kerja nyata saya capai adalah, semua aspirasi dari pada masyarakat

kota tual, telah disikapi serius oleh fraksi saya maupun seluruh teman-
teman DPRD yang berjumiah 20 orang, kita bawah dalam rapat internal
sampai kepada rapat parnipurna untuk menetapkan baik terhadap APBD,
LKPJ, atau peraturan-peraturan daerah bahkan surat-surat masuk yang
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perlu kita selesaikan karena itu merupakan kinerja kita untuk mencapai
suatu tujuan yang baik dan itu merupakan tanggung jawab wakil rakyat

Pa Abas : pertanyaan berkut, petanyaan yang ke-9, Menurut Bapak faktor apa yang
sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota
DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Abet . Faktor-faktor yang menghambat kinerja DPRD banyak sekali pertama
adalah anggaran-anggaran DPRD yang realisasinya tidak tepat waktu
sehingga menghambat kinerja DPRD untuk tugas-tugas keluar karena
DPRD tugas keluar itu adalah berdasarkan perintah undang-undang
sehingga DPRD bekerja untuk membnatu pemerintah kota tual dan
merupakan mitra kerja untuk memperbaiki kepentingan-kepentingan
masyarakat dari sisi anggaran maupun kesejahteraan-kesejahteraan yang
lain dan memang itulah merupakan factor menjadi kendala DPRD selama
saya menjadi anggota DPRD.

Pa Abas : Pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di Kantor
bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Abet . ya.. selam saya di DPRD ada terjadi dan kita maklumi bahwa DPRD
merupakan lembaga Poilitik sehingga harus ada koordinasi yang baik, baik
antar lintas fraksi maupun lintas komisi-komisi bahkan alat kelengkapan
dewan yang lain sehingga mencari solusi dengan pihak secretariat DPRD
kota tual untuk memperbaiki hal-hal yang dasat merugikan kami dan juga
merugikan rakyat banyak di kota tual

23
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KETUA FRAKSI GOLKAR : FADILA RAHAWARIN, S.Pi

. Baik, Pa Fadila Rahawarin ketua fraksi Golkar DPRD kota tual terkait

dengan tugas akhir penulisan tesis pada universitas terbuka mungkin kami
ingin mendapatkan/menyampiakan beberapa pertanyaan terkait dengan
tugas pokok bapak sebagai ketua fraksi golkar di DPRD kota tual, yang
pertama, menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan
atau tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?

. yang pertama sebagai anggota DPRD pasti mendapatkan tugas pokok dan

fungsi masing-masing bagian, jadi secara pasti setiap anggota DPRD tetap
kami dibekali dengan tugas-tugas pokok itu, untuk itu saya ketua fraksi
menyatakan benar bahwa tugas pokok masing-masing fungsi dan bagian
itu ada pada anggota DPRD.

. baik pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam

bentuk tertulis atau sekedar pedoman lisan?

: Yang kami ketahui dan kami ikuti selama di DPRD Kota Tual bahwa

pedoman tertulis dan dan pedoman lisan itu tetap ada, pedoman tertulis
yang diamanatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku
kemudian pedoman lisan yaitu ketika DPRD melakukan kegiatan diluar
daerah dalam bentuk bintek atau workshop itu terkait dengan tugas dan
tanggung jawab serta fungsi masing-masing anggota DPRD

. Pertanyaan yang berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup

tugas pokok bapak?

. sebagai ruang lingkup dan tUgas pokok saya sebagai ketua Fraksi itu yang

pertama tanggung jawab fraksi sebagai perpanjangan tangan dari partai
politik maka secara otomatis keinginan dan aspirasi dari pada masyarakat
kami akan meneruskan ke fraksi untuk ditindaklanjuti dalam persidangan-
persidangan DPRD untuk di responi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah
dalam bentuk pembahasan APBD maupun dalam penetapan-penetapan
perda yang berkaitan dengan kepentingan rakyat yang disalurkan oleh
fraksi yang kami anut yaitu fraksi partai golkar
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. pertanyaan yang berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja

saudara?

: secara otomatis sebagai ketua fraksi mapun fraksi kami tetap mempunyai

target, target yang pertama yaitu kepentingan rakyat terakomodir lewat apa
yang menjadi muatan dalam APBD itu sendiri kemudian yang berikut
dalam kaitannya dengan komonikasi kepada pihak pemerintah baik itu
pemerintah daerah, pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat dalam
keinginan rakyat kami akan tindaklanjuti

. pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas

saudara?

: target yang ada pada bidang tugas kami yaitu bagaimana meyakinkan

pemerintah daerah dalam kaitannya dengan keinginan-keinginan dan
aspirasi masyarakat itu dapat terlaksana dan terwujud sehingga apa yang
menjadi rintihan dan harapan rakyan itu dapat terakomodir dalam setiap
tahun anggaran APBD itu berjalan karena bagi kami fraksi partai golkar
adalah suara golkar suara rakyat maka aspirasi rakyat itu akan kami
teruskan untuk kami mendapat target sehingga ditahun-tahun berikutnya
pemilihan legislative pada tahun yang akan datang rakyat akan tetap
memberikan respond an memberikan dukungan kepada kami partai golkar
karena kami partai golkar adalah menyampaikan aspirasi rakyat untuk
diteruskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah

. Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

: yang jelasnya dalam bentuk tertulis dan pedoman lisan itu tetap kami

sampaikan dalam persidangan-persidangan pembahasan APBD itu kami
sampaikan dalam paripuma resmi dan kemudian dituangkan dalam
pedoman-pedoman tertulis itu yaitu steel multifeing atau yang dikenal
sebagai kata putus faraksi sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat selalu
kami salurkan dalam 2 bentuk itu tertulis dan bentuk lisan.

: Pertanyaan yang berikut, Apakah saudara pemah mencapai target kinerja

yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

- dalam 5 tahun ketika kami berada di DPRD dan tanggung jawab kami

sebagai fraksi kami optimal dalam membangun komunikasi lintas fraksi
dan masing-masing anggota dalam kaitannya keinginan rakyat terakomodir
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dan terwujud sehingga yang dituangkan dalam APBD itu dapat berjalan
dengan sukses tanpa hambatan dan tidak ada ganjalan sedikitpun
sehingga menurut kami dalam kurun waktu 4, 3 tahun ini sudah mau
masuk 4 tahun, kami mencapai tingkat kinerja menurut kami dan partai
kami, penilaian partai kami terhadap tanggung jawab kami di DPRD itu
maksimal dan optimal, syukur Alhamdulillah rekan-rekan dari fraksi dan
partai yang mempunyai perwakilan DPRD kota tual juga menyampaikan
hal yang sama karena yang kami miliki dalam kontes komunikasi politik
maupun hubungan emosional keseharian kami tunjukan untuk apa yang
menjadi tanggung jawab kami tercapai demi kepentingan rakyat di wilayah
kota tual

. Pertanyaan yang berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara

capai di DPRD Kota Tual?

- Wujud kinerja yang dimaksudkan dari kami di fraksi golkar maupun secara

pribadi yitu wujud pertama sekali keinginan rakyat terakomodir sehingga
proses pembangunan di wilayah kota tual dapat berjalan dengan sukses
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat dan yang diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam APBD
setiap tahun anggaran.

: Pertanyaan yang berikut, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya

menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual
selama beberapa tahun terakhir ini?

. yang pertama faktor yang mempengaruhi naik turunnya kinerja, berangkat

dari sisi kualitas, pelayanan dari Sekwan sebagai pengguna anggaran dari
sisi administrasi kemudian yang kedua tergantung dari pada komunikasi
politik antara masing-masing fraksi dalam kaitannya dengan perjalanan
pemerintahan dalam momentum memasuki proses pemilihan Bupati, Wali
kota terutama kami diwilayah kota tual ini secara otomatis seluruh fraksi
yang punya dan partai yang punya utusan di DPRD yang tergabung dalam
fraksi juga akan melakukan maneuver-manuver politik untuk mendorong
kandidatnya maju pada pemilihan wali kota tual dengan sendirinya dapat
berpengaruh kepada aktivitas DPRD btetapi perlu kami sampaikan dalam
kontes pembiayaan APBD untuk yang ada pada DPRD kota tual secara
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real itu kesalahan maupun kelemahan ada pada pengelola secretariat
DPRD.

Pa Abas . Pertanyaan yang akhir, Bagaimana sistim pengambilan keputusan di
Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau semua staf?

Pa Fadila : dari pengambilan keputusan dari sistim yang ada di DPRD kota tual itu ada
beberapa sistim pemgambilan keputusan - keputusan dalam bentuk
pimpinan kolektif koligeal, keputusan dalam bentuk pari purna yang
disetujui oleh seluruh anggota DPRD, keputusan yang diambil antara
pimpinan dgn staf dalam arti staf ini staf sekretariat dalam kaitannya
dengan kelancaran administarsi secretariat DPRD untuk memperiancar
roda proses agenda-agenda DPRD kemudian yang berikut pengambilan
keputusan dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan rakyat yang
disalurkan oleh DPRD mapun melewati fraksi partai golkar DPRD kota tual

27
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KABAG KEUANGAN SEKRETARIS DPRD : LADATIMU, SE

: Pa ladatimu Kabag keuangan secretariat DPRD Kota Tual, dalam rangka

penyelesaian tugas akhir studi S2 pada Universitas Terbuka, ada beberapa
pertanyaan yang kami ingin dapatkan informasi, yang pertama Apa dan
bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di
kantor DPRD kota Tual?

. jabatan saya di Sekretanat DPRD Kota Tual adalah kepala bagian

keuangan, tugas saya disini selaku PPK yang mevenfikasi semua
pekerjaan yang ada secretanat DPRD menyangkut masalah keuangan
menyangkut fisik maupun non fisik, tugas pokok saya disini pertama
membantu sekwan merumuskan dab menyusun rencana strategi sekretaris
DPRD kota tual, yang kedua melakukan koordinasi dalam rangka
pengelolaan keuangan secretariat DPRD kota tual sesuai ketentuan yang
berlaku, yang ketiga menyelenggarakan pembinaan teknis keuangan
lingkup secretariat DPRD kota tual, yang ke empat menyusun rencana
kerja atau renja dan rencana kerja anggaran secretanat DPRD kota tual,
yang kelima menandatangani SPP atas beban pelaksanaan keadaan yang
dikelola oleh bagian keuangan secretariat DPRD kota tual, yang berikut
melakukan monitonng dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan
laporan pelaksanaan kegiatan.

. Pertanyaan yang berikut, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
. atasan langsung saya disini adalah Sekwan selaku pimpinan SKPD
. Pertanyaan berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas kesehariaan anda

merasa puas melaksanakannya?

. ya.. yang jelas dalam melaksanakan tugas itu tidak perlu kita nyatakan

bahwa tidak puas tetapi harus puas, karena beban yang diserahkan
kepada kita adalah merupakan beban yang harus di selesaikan dan
bertanggung jawab

. Pertanyaan berkut, Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasaan anda

dalam melaksanakan pekerjaan itu?
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© puas artinya, dari pimpinan SKPD sesuatu pekerjaan yang ada pada tugas

pokok saya, pimpinan meneyerahkan kepada saya selaku bagian
keuangan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan

sampai tuntas

. Pertanyaan yang berikut, Apakah anda mengetahui adanya target kinerja

yang harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu?

- Menyangkut kinerja, berkaitan dengan poin diatas bahwa bila saya puas

berarti saya mengarahkan bawahan saya dalam hal ini adalah 2 kasubag,
kasubag pelaporan dan kasubag anggaran, dari 2 kasubag tadi itu saya
selaku kabag keuangan mengarahkan cara kerjanya kemudian 2 kasubag
itu memerintahkan kepada staf yang mana sudah ditetapkan oleh wali kota
untuk melaksanakan arahan yang diberikan.

. Pertanyaan yang berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda

ketahui?

. targetnya yaitu ketika semua pekerjaan itu dapat terlaksana, dalam hal ini

dari semua anggaran dalam 1 tahun anggaran berakhir pada pelaporan
akhir tidak ada masalah berarti 100 %

. Pertanyaan berikut, Apakah target tersebut menurut anda memadai sesuai

dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda?

: Volume kerja termasuk tinggi, tapi insyah Allah dapat didukung oleh 2 su

bagian tadi begitu pula lebih mendukung lagi di bantu oleh semua stafpada
bagian keuangan

: Pertanyaan berikut, Selama anda bekerja bagaimana anda mencapai

target pekerjaan yang ada?

: selama disini belum sampai 1 tahun, pengangkatan maret 2012 kemarin,

ketika sampai desember 2012 dari semua pelaporan yang ada ketika
tuntas sampai penerbitan SPP, SPM

. Pertanyaan berikut, Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa jalan

yang anda lakukan?

: Jadi target kinerja tadi itu, harus 100 %, mengingat kita di bagian keuangan

apabila SPJ atau pelaporan yang ada di bagian keuangan itu menyangkut
masalah keuangan tidak disampaikan kepada badan keuangan maka
dengan sendirinya dapat menghambat semua proses perjalanan
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pemerintahan yang ada pada sekretaris DPRD kota tual dalam hal ini
berarti vakum kalau tidak sesuai target
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KETUA DPRD KOTA TUAL : ATENG WAREMRA

- Terkait dengan penelitian saya terkait dengan kinerja DPRD kota tual

dengan lokasi penilitian di DPRD kota tual, ada beberapa pertanyaan yang
ingin kami ajukan kepada pak ketua untuk mendapat masukan dari pa
ketua, pertanyaan pertama menurut Bapak, apakah terdapat pedoman
pelaksanaan kegiatan atau tugas pokok dan fungsi masing-masing
bagian?

. sebagai institusi-institusi resmi yang membangun fungsi dan peran di

bidang politik tentunya dalam proses operasionalisasi penugasan itu tetap
menggunakan ketentuan perundangan sebagai pedoman dalam
pengendalian peran tugas dari DPRD, pedoman-pedoman itulah yang
akan kami justifikasi sebagai keputusan yang dirumuskan melaui panitia
musyawarah dan keputusan dalam paripurna yang kemudian menjadi
pedoman dalam rangka melaksanakan tugas-tugas DPRD

: Pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk

tertulis atau sekedar pedoman lisan?

: tentunya dalam proses pelaksanaan penugasan pedoman yang kami

lakukan itu dilakukan secara tertulis dan ada juga police-police strategis
disampaikan kepada rekan-rekan baik itu dalam komisi maupun alat
kelengkapan dewan yang lain dalam rangka mengemban tugas-tugas
DPRD atau komisi-komisi tersebut sesuai tupoksi masing-masing, jadi ada
pedoman yang didasarkan pada setuasi dan kondisi kehidupan yang
terjadi didalam kehidupan bermasyarakat di kota tual

: Pertanyaan berikut, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas

pokok bapak?

: sebagai pimpinan DPRD selama ini adalah pertama mengatur mekanisme-

mekanisme DPRD lalu dipersidangan .................

: Pertanyaan berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja

saudara?
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Pa Ketua : target dari kinerja DPRD pada setiap tahun kita lakukan, masa siding
pertama, target apa yang telah kita capai dalam rangka meramu berbagai
aspirasi masyarakat, menyalurkannya dan bagaimana menindaklanjuti
dalam keputusan-keputusan politik DPRD, surat-surat keluar, surat masuk
bagaimana distribusinya ke komisi dan badan anggaran secara aktif
kemudian mendorong aktifitas peran dari pada alat kelengkapan dewan
untuk melakukan aktifitasnya dengan baik sehingga dengan demikian
diharapkan target itu pada setiap masa sidang itu tercapai tapi tidak bias
kita pungkiri bahwa terkadang target itu tidak bisa tercapai secara
sempurna karena berbagai kendala yang dihadapi terutama masalah
pembiayaan, pengurusan pembiayaan, pembiayaan tidak masalah yang
jadi persoalan adalah pengurusan pembiayaan yang dikendalikan oleh
saudara sekwan, terkadang tersendat-sendat akibat dari pada birokrasi
keuangan yang cukup ketat dan berbagai kendala dalam penanganan lebih
lanjut, jadi target iru tetap ada cuma untuk mendapatkan/memperoleh
target itu sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada 3 bulan, ya 4 bulan
itu terkadang tidak bisa mencapai secara keseluruhan tetapi kita fanjutkan
pada masa sidang berikut, kemudian nanti pada masa siding terakhir
disana baru kita lihat apa target secara keseluruhan pada 1 tahun
anggaran itu tercapai atau tidak, tapi ternyata ada target kinerja yang
diputuskan sebagai agenda masa sidang itu ada yang tidak dapat
dilaksanakan.

Pa Abas . Kemudian pertanyaan berikut, Target kinerja seperti apa yang ada di
bidang tugas saudara?

PaKetua : sesungguhnya target dari penugasan dari seorang pimpinan DPRD seperti
apa yang sudah saya kemukakan tadi bahwa membentuk alat kelengkapan
DPRD, memimpin sidang-sidang kemudian mengatur lalu lintas
pembicaraan dalam persidangan, kemudian mengatur keberangkatan
komisi-komisi maupun anggota DPRD dalam tugas-tugas bintek kemudian
kunjungan kerja dan peninjauan lapangan pengawasan dan reses itulah
tugas-tugas yang selalu kami lakukan berdasarkan amanat dari pada
Undang-undang No. 27 tahun 2010

Pa Abas : Pertanyaan berikut, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah
dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?
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Pa Ketua : target yang dicapai itu semuanya dalam bentuk tertulis kecuali yang
bersifat arahan-arahan disesuaikan dengan kondisidan setuasi itu selalu
ada feedback yang dikembalikan oleh komisi kepada ketua dalam kaitan
dengan tindak lanjut sebagai bagian dari pada penanganan aspirasi itu,
jadi target itu ada yang tertulis, jadi penugasan terhadap komisi, komisi
kembalikan kepada pimpinan dan pimpinan menindakianjuti dalam bentuk
surat resmi kepada institusi yang kompetensi sehingga dengan demikian
aspirasi yang terserap oleh komisi dapat penanganan yang lebih
komprensif dari pada pemerintah yang mempunyai kompetensi.

Pa abas . Pertanyaan yang berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja
yang optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

Pa Ketua : sesungguhnya kinergitas atau optimalisasi kinerja dari pada pimpinan itu
sangat tergantung dari pada kerja sama seluruh anggota artinya pimpinan
tidak bekerja sendiri tetapi harus mendapat dukungan dan support
sekaligus kerja sama dari pada alat-alat kelengkapan DPRD termasuk
seluruh anggota DPRD, kalau kita lihat bahwa sebagian besar aspirasi
rakyat yang di implementasikan yang dijabarkan dalam APBD itu bagian
dari pada usaha optimal yang dilakukan oleh DPRD bersama, pimpinan
bersama seluruh DPRD dalam rangka menjaring aspirasi dan
mengaplikasikan dia dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tertuang di
dalam APBD, jadi itulah optimalisasi peran dari pada pimpinan
mengendalikan dan bekerja sama dengan teman-teman dari masing-
masing fraksi, komisi, pokoknya seluruh alat kelengkapan DPRD sehingga
membuahkan hasil yang optimal dan mengantarkan kota tual ini semakin
maju dalam sebuah perubahan, dalam kasat mata kita dapat menyaksikan
ada perubahan-perubahan.

Pa Abas : baik pa Ketua, pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang
saudara capai di DPRD Kota Tual?

Pa Ketua : Kinerja dari pada pimpinan DPRD atau wujud kinerja dari DPRD ini seperti
apa yang sudah saya kemukakan tadi bahwa kerja sama semua
komponen baik itu pemerintah maupun DPRD selalu dibutuhkan dan dari
berbagai pikiran yang teramu dari aspirasi yang datang dari aspirasi
masyarakat itulah yang selalu kami olah menjadi sebuah program dan
kebijakan yang patut di aktualisasikan untuk kepentingan masa depan dari
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pada masyarakat dan kota tual itu sendiri, jadi yang jelas bahwa setiap
tahun peningkatan APBD yang diputuskan batang tubuh APBD itu sendiri
atau peningkatan anggaran yang diputuskan dalam batang tubuh APBD itu
bagian dari pada upaya maksimal yang dilakukan dalam bentuk lintas
pendekatan pemerintahan sehingga aspirasi/begitu besar aspirasi, begitu
besar pula dana diserap dari pemerintah pusat untuk kepentingan
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat itu sekalipun memang masih jauh
dari pada harapan yang sesungguhnya tetapi paling tidak pada setiap
tahun teriihat ada wujud dari pada kinerja, kerja sama kinerja pimpinan
DPRD baik itu dalam konteks pendekatan dengan anggota maupun juga
dengan pemerintah daerah sehingga melahirkan berbagai perubahan yang
selama ini dapat kita saksikan terlihat di kota tual.

Pa Abas . Baik pa Ketua tinggal 2 pertanyaan, jadi pertanyaan yang berikut ini agak
bagus dijawab oleh pa ketua, Menurut Pa ketua faktor apa yang
sesungguhnya menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota
DPRD Kota Tual selama beberapa tahun terakhir ini?

Pa Ketua : kinergitas DPRD itu dia berkembang berdasarkan setuasi dan kondisi
politik, suhu politik dan setuasi kondisional dalam lingkup pemerintahan
termasuk didalamnya ada dukungan administrasi dari Sekwan sebagai
kepala kantor di DPRD itu harus jujur kita mengatakan bahwa akibat
ketatnya reguiasi yang terjadi sehingga mengakibatkan terkadang proses
pengelolaan keuangan itu mengalami keterlambatan-keteriambatan yang
ikut mempengaruhi kinergitas DPRD namun demikian optimalisasi dan
tugas DPRD itu terus kita lakukan, kerja sama dengan saudara wali kota
kita binakembangkan karena kewenangan dalam rangka memutuskan
penanganan keuangan DPRD secara cepat dan proposional itu hanya ada
di pemerintah daerah bukan kompetensi dari pada pimpinan DPRD,
pimpinan DPRD hanya dalam konteks koordinatif tetapi pengambilan
keputusan berkaitan dengan penanganan keuangan ini secara atau
pengelolaan keuangan secara proporsional berdasarkan ketentuan itu
berada pada peran darn pada sekwan dan bendahara sehingga demikian
kalau andai kata proses pertanggung jwaban itu terlambat ya, ikut juga
mengambat kegiatan DPRD secara gradual,
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Pa Abas : Baik pa ketua, pertanyaan yang terakhir Bagaimana sistim pengambilan
keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau
semua staf?

PaKetua : Yang jelas bahwa kalau andai kata sebagai pimpinan DPRD dalam rangka
pengambilan keputusan tentunya DPRD ini tidak mempunyai staf, staf itu
ada disekretariat, DPRD dalam konteks penugasan kami semua memiliki
peran yang sama, pimpinan DPRD mengatur lalu lintas penugasan dan
menandatangani keputusan-keputusan tetapi dalam proses pengelolaan
tanggung jawab kita bekerja sama-sama, keputusan juga tidak diambil
secara person tetapi di DPRD itu ada 2 keputusan, Keputusan secara pari
purna diputuskan oleh DPRD secara kolektif dan keputusan pimpinan
DPRD, tapi selama ini jujur saja saya harus menyatakan bahwa selama ini
keputusan-keputusan ketua DPRD sebagai pimpinan DPRD itu jarang di
berlakukan lebih banyak kami menggunakan keputusan secara pari puma
sehingga dengan demikian sekecil apapun harus diketahui dan dipahami
sekaligus didukung oleg segenap anggota DPRD dalam rangka
mengaembangkan tanggungjawab DPRD sebagai intitusi yang
mengendalikan politik di daerah

Pa Abas : Terima kasih Pa Ketua DPRD, semoga hasil ini memboboti tesis kami
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KETUA KOMISI B DPRD KOTA TUAL : JISMI REUBUN

. baik, Pa Jismi Reubun, Ketua Komisi B DPRD Kota Tual terkait dengan

penilitian tentang kinerja DPRD kota tual untuk penulisan tesis pada
Universitas Terbuka mungkin ada beberapa pertanyaan ingin kami
sampaikan untuk mendapat masukan dari pa jismi, yang pertama pa Jismi,
menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau
tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?

; jadi dalam lingkup DPRD kota tual memang terdapat fungsi dan tugas

pokok-pokok yang telah diatur dalam peraturan tata tertibDPRD kota tual

. pertanyaan kedua, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk

tertulis atau sekedar pedoman lisan?

. seperti saya sampaikan tadi jadi sudah merupakan pedoman tertulis yang

termuat dalam tat tertib DPRD kota tual yang mengatur tentang pedoman
itu sendin

. Pertanyaan ketiga, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas

pokok bapak?

: yang menjadi rung lingkup tugas pokok kami ialah kebetulan sebagai ketua

komisi B membidangi beberapa mitra kerja dari pemerintahan kota tual
yaitu beberapa SKPD diantaranya Dinas perikanan, Dinas Pendidikan
Nasional dan olah raga serta Dinas kesehatan pada intinya dinas
kesejahteraan masyarakat

: Pertanyaan ke empat, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan kerja

saudara?

: target kinerja di lingkungan kami sendiri selaku komisi B yang lebih dari

pada itu sebagaimana wakil rakyat sudah pasti memiliki target dimana
target itu sendiri bagaimana dapat menyampaikan aspirasi masyarakat
atau rakyat yang kami wakili dengan mendorong lingkungan kerja yang
bermitra dengan beberapa SKPD di maksud untuk meningkatkan kinerja
mereka sendin

: Pertanyaan ke lima, Target kinerja seperti apa yang ada di bidang tugas

saudara?
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: Target kinerja dibidang kami sendiri sebagaimana mungkin tidak

merupakan hal yang terpisahkan dari apa yang kami sampiakan
sebelumnya bahwa target kinerja itu adalah sendin mendorong SKPD-
SKPD bersangkutan untuk dapat meningkatkan kinerja dalam mendorong
pemerintahan baik dan sisi pelayanan kemasyarakatan dan turut
mendukungnya visi dan misi dari pada pemerintahan kota dalam hal ini
wali kota dan wakil wali kota

: Pertanyaan ke enam, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah

dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

- memang selaku DPRD dalam target kinerja itu ada yang dalam bentuk

tertulis ad yang dalam bentuk lisan, karena DPRD dalam pekerjaannya
dalam meyuarakan aspirasi rakyat tentunya ada yang hanya sekedar lisan
dan ada yang ditindak lanjuti dalam bentuk tertulis sebagaimana di
tuangkan dalam sikap komisi yang dilanjutkan dalam kata akhir fraksi
kepada pemerintah kota tual

. Pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang

optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

- memang..., bagi kami sendiri belum bisa menilai target kinerja kami secara

optimal karena sesungguhnya kinerja DPRD itu akan dinilai oleh rakyat
namun kami pasti juga mengetahui bahwa ada beberapa kinerja kami yang
kami anggap cukup optimal

. Pertanyaan berikut, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara capai di

DPRD Kota Tual?

- Wujud kinerja yang dapat kami capai di DPRD kota tual adalah dalam

rangka setiap kali pembahasan yang berhubungan dengan kepentingan
rakyat, kepentingan masyarakat itu memang kami berupaya secara
maksimal untuk kemudian mendorong itu dan dituangkan dalam APBD
atau arah dan kebijakan pemerintah kota dalam menunjang capaian yang
dimaksud dengan wujud kinerja itu sendiri

: Pertanyaan ke sembilan, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya

menjadi penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual
selama beberapa tahun terakhir ini?

: memang terjadi kinerja anggota DPRD kota tual yang cukup dikatakanlah

turunnya kinerja disebabkan juga oleh tidak efektifnya koordinasi yang
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dilakukan oleh sekretaris DPRD dalam melakukan koordinasi terhadap
bagian-bagiannya atau stafnya sehingga itu dapat menyebabkan turunn ya
kinerja DPRD pada akhir-akhir tahun ini, itu sebagaimana disampaikan
kuncinya adalah tidak terlaksananya koordinasi yang baik oleh sekwan
selaku pimpinan SKPD dalam sekretariat DPRD dalam menjalankan satu
buah tugas yaitu khususnya koordinasi kurang berjalan sehingga terkesan
bahwa bagian-bagian maupun staf dalam lingkup secretariat DPRD kota
tual tidak bekerja secara optimal dan itu menyebabkan kinerja DPRD
menurun pada akhir-akhir tahun ini

Pa Abas . yang benkut adalah pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan
keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau
semua staf?

Pa Jismi  : sudah pasti keputusan yang diambil dalam DPRD dalam hal ini komisi
sudah pasti melibatkan unsur komisi baik pimpinan maupun anggota yaitu
ditingkat komisi selanjutnya kalau misalnya pengambilan keputusan itu
ditingkat paripurna sudah pasti melibatkan seluruh pimpinan dan anggota
DPRD
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WAKIL KETUA DPRD : HASAN RENGIRFURYAAN, SH

: Pa hasan Rengirfuryaan, Wakil Ketua DPRD Kota Tual terkait dengan

penilitian tentang kinerja DPRD kota tual untuk penulisan tesis pada
Universitas Terbuka mungkin ada beberapa pertanyaan ingin kami
sampaikan untuk mendapat masukan dan pa hasan, yang pertama,
menurut Bapak, apakah terdapat pedoman pelaksanaan kegiatan atau
tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian?

. kalau bicara pedoman maka ada, jadi DPRD melaksanakan tugas sebagai

lembaga legeslatif memiliki pedoman untuk melaksanakan masing-masing
fungsi itu

. Pertanyaan berikut, jika terdapat, apakah pedoman tersebut dalam bentuk

tertulis atau sekedar pedoman lisan?

- Pedoman ataupun petunjuk pelaksanan tupoksi anggota DPRD dibuat

dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, Sesuai dengan Undang-
undang juga tertulis seperti itu, ada juga memang secara lisan saja
misainya di disposisikan dari pimpinan ke komisi atau alat kelengkapan
yang lain itu yang berbentuk tertulis

. Pertanyaan ke tiga, Selama ini apakah yang menjadi ruang lingkup tugas

pokok bapak?

. yang menjadi ruang lingkup tugas pokok saya sebagai pimpinan adalah

mendorong seluruh agenda yang ditetapkan dalam alat kelengkapan
DPRD yang namanya badan musyawarah sehingga agenda-agenda yang
ditetapkan itu nantinya akan di paripurnakan kemudian agenda itu yang
menjadi ruang lingkup tugas kami sebagai pimpinan untuk
melaksnakannya sesuai dengan tahapan-tahapan dan mekanisme yang
ada

: Kemudian pertanyaan berikut, Apakah terdapat target kinerja dilingkungan

kerja saudara?

. Sesungguhnya semua lingkungan kerja apapun pasti memiliki target

capaian dalam penyelesaian agenda-agenda kerjanya sehingga ada
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program dan kegiatan yang menjadi target prioritas kemudian ada juga
program kegiatan yang sesungguhnya bisa dilaksanakan ada juga yang
memang nanti dilaksanakan pada masa siding berikutnya sehingga target
kinerja kita memang akan terukur sesuai dengan pelaksanaan agenda-
agenda yang ditetapkan

Pa Abas : Pertanyaan Ke enam, Dalam bentuk apa target kinerja tersebut, apakah
dalam bentuk tertulis atau hanya pedoman lisan saja?

Pa Hasan : Target kinerja kita memang sebagaimana tugas pokok kita yang sudah
saya sampaikan bahwa tupoksi kita itu dalam bentuk tertulis yakni agenda-
agenda kita itu dalam bentuk tertulis kemudian dilaksanakan sesuai
dengan priontas agenda pada masa sidang pertama misainya, jadi untuk
mencapai target kinerja kita memang tidak harus menyesuaikan dengan
susunan agenda tetapi priontas agenda yang nanti akan kita lihat sehingga
capaian kinerja kita dapat terukur dani situ

Pa Abas . Pertanyaan berikut, Apakah saudara pernah mencapai target kinerja yang
optimal? Jika pernah, kapan saudara mencapai target tersebut?

Pa Hasan : selama ini memang untuk mencapai target kinerja yang optimal menurut
saya kita belum mencapai karena ada agenda yang tidak terlaksanakan itu
diakibatkan factor penunjang dalam pelaksanaan agenda itu yang tidak
maksimal misalnya dukungan dari aparat seperti sekretariat dewan dan
sebagainya itu yang tidak mendorong pimpinan sehingga target capaian
kinerja kita tidak optimal baik agenda yang tidak kita laksanakan sampai
masa akhir tahun sidang

Pa Abas . Pertanyaan nomor ke-8, Apa sebenarnya wujud kinerja yang saudara
capai di DPRD Kota Tual?

Pa Hasan : Wujud kinerja yang ingin kita capai adalah seluruh program dan kegiatan
kita rencanakan yang kita sepakati bersama itu sebenarnya sudah kita
laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada namun karena untuk
mencapai wujud kinerja yang sebenarnya di DPRD kota tual kita belum
merasakan itu karena beberapa elemen pendukung tadi yang tidak
mendukung sehingga selama DPRD ini ada untuk mencapai wujud kinerja
yang baik yang diharapkan belum terlaksana
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PaAbas : pertanyaan berikut, Menurut Bapak faktor apa yang sesungguhnya menjadi
penyebab naik dan turunnya kinerja anggota DPRD Kota Tual selama
beberapa tahun terakhir ini?

Pa Hasan : Yang pertama selain factor internal ada factor eksternal, yang pertama
factor internal memang kita anggota DPRD ini tidak memiliki pengetahuan
yang sama kita datang dari latar belakang partai yang berbeda kemudian
disiplin ilmu juga yang berbeda sehingga untuk menjadi penyebab naik
turunnya kinerja DPRD itu juga tergantung dari factor kemampuan masing-
masing anggota DPRD kemudian disamping itu factor eksternal tadi yang
saya katakan bahwa tidak ditunjang dengan dukungan dari secretariat
DPRD yang mendorong seluruh agenda yang sudah ditetapkan itu
sehingga kinerja DPRD itu terukur dari situ, nah.. jika dua-duanya berjalan
dengan baik memenuhi kreteria maka kita bisa mencapai tujuan atau
kinerja kita yang kita harapkan

Pa Abas : baik... Pa hasan ini pertanyaan terakhir, Bagaimana sistim pengambilan
keputusan di Kantor bapak dan apakah melibatkan semua unsur atau
semua staf?

Pa Hasan : Pengambilan keputusan di kantor DPRD itu ada keputusan pimpinan, ada
keputusan komisi, ada keputusan fraksi dan tiap-tiap alat kelengkapan
dewan masing-masing memiliki keputusan sendiri-sendiri bahkan
keputusan yang tertinggi di DPRD adalah pari purna, pengambilan
keputusan itu tidak dari atas kebawah tapi dia sifatnya dari bawah ke atas
maksudnya adalah untuk memutuskan sesuatu persoalan misalnya kita
memutuskan perda itu, pengambilan keputusan itu berawal dar alat
kelengkapan DPRD kemudian di bawah ke paripurna, dimana keputusan
yang lebih .tertinggi di paripurna itu semua anggota DPRD hadir disitu
sehingga keputusan tidak hanya diambil oleh alat kelengkapan DPRD itu
yang dijadikan keputusan DPRD tetapi tahapan pengambilan keputusan
seperti itu, nah untuk melibatkan semua unsur atau staf tadi saya katakan
bahwa unsur alat kelengkapan-kelengkapan yang lain itulah kita sama-
sama mengambil keputusan pada sidang paripuma sehingga keputusan itu
tidak diambil pada satu pihak ataukah pada satu sub bagianataukah pada
satu alat kelengkapan DPRD, demikian terima kasih

Pa Abas : terima kasih Pa Hasan Rengifuryaan, SH wakil ketua DPRD kota tual.
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KABAG RISALAH DAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT KPU : RUSLI NURDIN, SH
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: Baik, Pa Rusli, beberapa pertanyaan terkait dengan penilitan saya di

secretariat dan DPRD kota tual, jadi mohon kesediaan untuk menjawab
beberapa pertanyaan, yang pertama pa rusli, no 1, Apa dan bagaimana
ruang lingkup tugas yang menjadi tanggung jawab anda di kantor DPRD
kota Tual?

. ruang lingkup serta tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala bagian

risalah dan persidangan adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan
dengan jalannya anggota DPRD kota tual untuk sidang mulai dari
penyiapan ruangan, kursi-kursi sampai dengan penyiapan notulensi, itu
yang menjadi ruang lingkup tugas saya

. Pertanyaan ke-2, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
. Atasan saya adalah Sekwan (sekretaris dewan)
. Pertanyaan yang berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas kesehariaan

anda merasa puas melaksanakannya?

. Insyah Allah selama kegiatan DPRD sampai saat ini sebagai kabag rnisalah

dan persidangan saya selalu merasa puas

: Baik, yang keempat, Jika Ya. Bisa dijelaskan bentuk kepuasaan anda

dalam melaksanakan pekerjaan itu?

. Salah satu bentuk kepuasan itu apabila pada masa berakhirnya masa

sidang, jadi 1 tahun anggaran biasanya ada 3x masa sidang, 3x masa
siding itu waktunya selama 4 bulan, jadi masa siding pertama Januari
sampai dengan apnl, masa siding kedua mei sampai agustus dan masa
sidang ketiga dari September sampai desember

: Pertanyaan ke-5, Apakah anda mengetahui adanya target kinerja yang

harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu?

. ada, kinerja yang dapat di capai itu setiap pada penutupan masa sidang itu

biasanya kita mulai dengan pembukuan notulensi

: Kemudian pertanyaan yang berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa

yang anda ketahui?
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. sebagaimana tadi pertanyaan awal bahwa 1 masa sidang, satu tahun

masa sidang ada 3 masa sidang jadi dengan demikian 1 tahun itu 3x
penjilitan notulensi

. yang berikut adalah Apakah target tersebut menurut anda memadai sesuai

dengan tingkat tugas dan tanggungjawab anda?

. Selama ini kurang lebih 2 tahun saya menjabat, target itu selalu tercapai

dengan nilai 100

. Pertanyaan yang berkut adalah Selama anda bekerja bagaimana anda

mencapai target pekerjaan yang ada?

: Target pencapaian kinerja itu mulai dan begitu ruangan sidang disiapkan,

anggota DPRD masuk lalu menandatangani absen hadir terus sidang
dibuka memenuhi kourum, sidang dijalankan dari bagian kami secretariat
dalam hal ini pihak notulensi untuk menyiapkan notulen sampai dengan
berakhirnya masa sidang lalu kita buat dalam bentuk buku lalu dijilid
kemudian dibagikan kepada anggota DPRD dalam bentuk tadi

. Pertanyaan yang berikut, Jika tidak mencapai target yang ditentukan apa

jalan yang anda lakukan?

. selama ini kita belum mengarah pada tidak mencapai target, karena kita

selalu mencapai target, jadi andaikata kalau tidak mencapai target maka
jalan satu-satunya kita kembalikan kepada atasan kita

. Pertanyaan yang terakhir, Menurut anda, faktor apa yang menjadi kendala

bila terjadi target kinerja pekerjaan saudara tidak tercapai?

: salah satu peneyebab kendala itu sarana prasarana seperti computer,

lampu juga macet-macet, itu juga salah satu factor yang menyebabkan
mutudensi dipertahankan karena kita menggunakan sarana listrik sehingga
notulensi itu perlu diketik, computer itu menggunakan listrik, bagaimana
kalau listrik mati otomatis target yang dicapai itu tidak terwujud.

: baik, terima kasih Pa Rusli
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KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN :

- Pa hasan Kabag Umum secretariat DPRD Kota Tual, dalam rangka

penyelesaian tugas akhir studi S2 pada Universitas Terbuka, ada beberapa
pertanyaan yang kami ingin dapatkan informasi, yang pertama Apa dan
bagaimana ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungjawab anda di
kantor DPRD kota Tual?

: Terkait dengan ruang lingkup tugas yang menjadi tanggungg jawab saya

sebagai kepala bagian umum secretariat dewan DPRD kota tual
merencanakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha sekretariat,
mengatur mengembalikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar,
mengelola dan mendistribusikan naskah dinas dan bahan penting dalam

lingkup sekretariat DPRD Kota Tual.

. Pertanyaan ke-2, Siapa yang menjadi atasan langsung saudara?
. yang menjadi atasan saya langsung sebagai kabag secara hirarki adalah

sekretaris dewan DPRD kota tual

. pertanyaan berikut, Apakah dalam kegiatan dan tugas kesehariaan anda

merasa puas melaksanakannya?

: Menyangkut dengan kegiatan saya bidang saya sebagai kabag umum,

saya melihat dan saya rasakan sebagaimana seperti apa yang saya
omong bahwa menegemen secretariat DPRD itu sifatnya sentralistik
padahal di dalam uraian tugas itu ada tetapi sifatnya sentralistik sehingga
bagian-bagian itu tidak dibagikan uraian tugas itu ke bidang masing-
masing, jadi sifatnya sentralistik, 'dan kami bekerja di bagian umum itu apa
adanya sedangkan menyangkut dengan hal-hal lain itu .... Error

. Pertanyaan ke-5, Apakah anda mengetahui adanya target kinerja yang

harus anda capai sehubungan dengan tugas anda itu?

. target kinerja sebagai seorang pejabat esolon lll, tentu itu diharapkan kita

kerja maksimal paling tidak itu uraian tugas ... ... error

: Pertanyaan berikut, Jika Ya, berapa dan target seperti apa yang anda

ketahui?

cefor.........
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